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ABSTRAK
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REHABILITASI SOSIAL-RUMAH TAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
DI KABUPATEN BINTAN — PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oleh : SRI HENY UTAMI
NIM : 015977246
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Kata kunci : implementasi kebijakan, program bantuan, rehabilitasi sosial, rumah layak huni.

Salah satu Kebijakan Pemerintah untuk penanggulanganan tingkat kemiskinan di daerah
Kabupaten Bintan - Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan Program Bantuan Rehabilitasi
Sosia - Rehabilitass Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Penelitian terhadap
implementasi kebijakan publik tersebut bertujuanuntuk mengetahui bagaimana proses dan
kinerja implementasi Program;apakahprogram berdampak positif bagi perbaikan
kesgjahteraan masyarakat.Disamping itu, juga bertujuan untuk mengetahui faktor hambatan
dan faktor dukungandalam implementasi program.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan paparan seCara kualitatif.Data untuk
analisis didapat dari sumber data primer dan sekunder, dengarinmelode observasi lapangan,
wawancara mendalam dengan informan dan responden, sértaymelalui kajian pustaka dan
dokumentasi.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi wyeang ada di daerah Kabupaten
Bintan,baik secara geografis wilayahnya maupun Sosial ‘ekonomi masyarakatnya merupakan
faktor hambatan eksternal dalam implementasi_program.Dinas Sosial Kabupaten Bintan
selaku instansi implementator program.. memitiki - hambatansecara internal; berupa
keterbatasan sumberdaya manusia (SDM),baik dalam jumlah (kuantitas) maupun kendala
dalam kualitas (kemampuan / kecakapan)"SDM tersebut.Secara internal juga ada hambatan
rendahnya dukungan dana operasional, “"Di sisi lain juga ada hambatan masih lemahnya
koordinasi dengan instansi terkait"dalamiTim Koordinasi Program Bantuan RS-RTLH.

Implementasi Program Bantuan/RS-RTLH dapat terlaksana dengan baik. Dalam penggunaan
anggaran tercapaitepat guna: re€alisasi penggunaan/ serapan anggaran tercapai seluruhnya
(100%); tepat waktu: realisast fisik RS-RTLH sesual anggaran dapat selesai menurut jadwal/
alokasi waktu; dantepat-sasaran: penerima manfaat adalah warga masyarakat miskin sesuai
kriteria menurut .keterituan kebijakan.Program juga direspon dan diterima dengan baik,
menimbulkan partisipasi publik, serta dirasakansangat bermanfaatuntuk meningkatkan
kesgjahteraan.Oleh karena itu dinila sangat penting oleh masyarakat, maka agar
implemetasiprogram dilanjutkan secara merata, dengan prosedur pengajuan/ pengurusan
tidak rumit.

Disimpulkan bahwa dengan kondisi yang ada di daerah,Implementasi Kebijakan Program
Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal.Faktor kunci yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah:
sumberdaya manusia, finansial; koordinasi;dan komunikasi.
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ABSTRACT

THE POLICY IMPLEMENTATION - RELIEFPROGRAM
FOR SOCIAL REHABILITATIONOFIMPROPER INHABITED HOUSE
IN BINTAN REGENCY - PROVINCE OFRIAU ISLANDS
By : SRI HENY UTAMI
NIM : 015977246
srihenyutami@gmail.com

Key word : policy implementation, relief program, social rehabilitation, improper inhabited
house.

A Public Policy to ameliorate the poverty level in Bintan Regency — Province of Riau Islands
is the Program Relief for Social Rehabilitation oflmproper Inhabited House. The research
objectives are to know the process and performance of the Program I mplementation as well
as its impactfor the better increasingpeople prosperity. Besides,it aims to know factors
inhibiting and supporting in the implementation.

This research is a descriptive by qualitative study. Data for analysis-were found from both
primary and secondary sources. Data were collected on field abservaiion, and by indeepth
interview with both informer and respondent, and documentaty, study.

The research finding shows that The existing condition iy, Bintan Regency, geographicly and
social economic aly faster as external inhibiting factor, in the program implementation.
Social Office in Bintan Regency as the implemeritatorviias constraints in human resources
both term of number and quality.It also has~problem internally with weak support of
operational fund, and weak coordination with ottier related institutions.

Program implementation work well. In_the sense of budget utilization i.e.usefulness: 100%
budget was spent;time matching : physical” realization of the house rehabilitation were
finished on schedule; and target groupy: the benefeciary is in accord with the criteria. The
program wasalso responded and@ctepted by the benefeciaries. It induces public participation
and enhances public prosperity. «Therefore, they perceived that the program should be
implemented in continual and mAancomplicated manner procedurally speaking on the basis of
the wqual acces for all.

It is then concluded™thatthe Policy Implementation of Program Relief for Social
Rehabilitation ofimproper Inhabited House in Bintan Regency are influenced by internal and
external factors. Key factors supports in the Policy Implementation are : human resources,
financial; coordination; and communication.
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Bintan.
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BAB Il
TINJAUANPUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA
1. Tinjauan Terhadap Pendlitian Terkait

Tinjauan ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya oleh peneliti lainyang ada keterkaitannya dengan penelitian ini, sebagai bahan
perbandingan dan rekomendasi peneliti. Fokus kajian akan melakukan tinjauan terhadap
konsep-konsep atau teori-teori apa saja yang dijadikan landasan pemikiran, masalah apa yang
dijadikan kajian, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut “dapat-“mendukung terhadap
rencana penelitian thesis ini, apa kesimpulan dan saran’.dafi” hasil penelitian-penelitian
tersebut.

Beberapa penelitian dan studi yang berkaitan dengan topik penelitian ini yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain :

1) Cipto Utama (2003),~dengan judul : “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah
Masyarakat Korbart Konflik Etnis”,Studi Kasus di Kota Sampit. Dengan
memfokuskan“pada kajian teoritik terhadap implementasi kebijakan Program
Penanggutangan Kemiskinan Transient. Masalah yang dijadikan kajian adalah
rehabilitasi sosial terhadap kondisi pemukiman masyarakat miskin eks
bencana sosial, yaitu akibat / pascakonflik etnis di Kota Sampit, Provinsi
Kalimantan Tengah. Apakah Program Rehabilitasi Sosial tersebut dapat
mengembalikan dan memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat pasca terjadinya konflik / kerusuhan antar suku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Masyarakat tersebut dapat

membantu memulihkan masyarakat untuk kembali memulai kehidupan
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ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik, secara bersama-sama hidup
berdampingan satu sama lain, bermasyarakat kembali dengan baik.

2) Guntur Sudirman (2008), “Evaluasi Efektifitas Implementasi Program
Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah Untuk Rehabilitasi / Rekontruksi
Rumah Eks Pengungsian”,Studi Kasus Di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan
Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, kerjasama Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku Utara Dengan UNDP. Penelitian ini difokuskan pada kajian
teoritik terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Transient, yaitu Program untuk penanganan fakir miskin pengungsi eks korban
bencana kerusuhan sosial. Penelitian bertujuan urtuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan rehahifitasi/rekontruksi rumah pengungsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwé kebijakan Program Rehabilitasi Rumah
Pengungsi cukup baik untuk dimplementasikan karena masyarakata sangat
membutuhkan perbaikan“tmah masing-masing pasca terjadi kerusakan akibat
kerusuhan antar kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, faktor-faktor
seperti; kemampuan-sumberdaya manusia (SDM) pengelola program yang
rendah, lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana program, mahalnya
bahan/material bangunan dan transportasi, serta sikap masyarakat yang masih
ketakutan (trauma) pasca kerusuhan, menjadi faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya keberhasilan implementasi program tersebut.

3) Taufan Mukhtar (1999), “Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah
Susun Pekunden Di Kotamadya Semarang”. Studi kasus Peremajaan
Pemukiman Kumuh yang berada di Tanah Negara berdasarkan Inpres No. 5
Tahun 1990. Penelitian difokuskan pada kajian Implementasi Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan Kronis untuk wilayah Perkotaan di kawasan
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pemukiman kumuh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui; “Apakah
Implementasi Kebijakan Penanganan Masalah Kumuh melalui pembangunan
rumah susun yang mengacu pada Inpres No. 5 tahun 1990 sesuai dengan
tujuan dan sasaran dari Kebijakan, atau masih mengalami bias ? ”. Hasil
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan Program Rumah Susun
dapat dikatakan berhasil dilihat dari sisi output program; sedangkan jika
dilihat dari dampak program belum menunjukkan hasil yang memadai,
terutama dalam menciptakan kebersihan rumah susun. Kurangnya komunikasi
agen perlaksana dalam pembinaan, dan rendahnya perdapatan sebagian warga
yang menyebabkan rendahnya kemampuan warga dalam hal membayar
angsuran (cicilan) rumah, menjadi faktor yang-menentukan (determinan) yang
mempengaruhi rendahnya kinerja program:

4) Tri Rahayu (2003), “Evaluasi Pregram Penataan dan Rehabilitasi Permukiman
Kumuh”, Studi Kasus “Kawasan Bantaran Sungai Code Bagian Utara
Yogyakarta. Difokuskan.pada kajian teoritik terhadap Implementasi Kebijakan
Penanggulangan/Kemiiskinan Kronis Fakir Miskin di wilayah perkotaan, yaitu
Prograniy Penataan dan Rehabilitasi permukiman kumuh. Masalah yang
dijadikan-kajian adalah apakah program tersebut dapat meningkatkan kualitas
dan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat fakir miskin yang tinggal di
pemukiman kumuh perkotaan di kawasan bantaran Sungai Code Bagian Utara
Yogjakarta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Penataan
dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh di bantaran sungai tersebut dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat penghuni, yaitu memberikan tempat
tinggal yang lebih layak huni dan sehat, namun demikian tidak serta merta

menciptakan rasa nyaman dan aman, karena resiko tinggal di bantaran sungai
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tidak sepenuhnya dapat menghidarkan masyarakat dari bahaya banjir,
sehingga masyarakat di bantaran sungai tersebut dalam melakukan kehidupan
ekonomi tentu saja masih belum lebih nyaman tanpa rasa was-was untuk taraf

hidup yang lebih baik.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana diuraikan di
atas, terlinat bahwa penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Bantuan
Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)”, yang fokus pada kajian teoritik
terhadap Implementasi Kebijakan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan, melalui strategi
Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemberian Bantuan untuk.kegiatan Rehabilitasi
Sosial — Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) belum 4eernal’ dilakukan sebelumnya,
sehingga penelitian ini relevan untuk dilakukan.Sehubdngan dengan itu, penelitian ini
dilakukan dengan alasan :

1) Belum ada penelitian yang sama derigan yang penulis lakukan;
2) Terdapat banyak penduduk /. warga masyarakat keluarga miskin yang tinggal
di rumah tidak layak huni'di wilayah Kabupaten Bintan — Provinsi Kepulauan

Riau.

2. Konsep K ebijakarrPublik
Kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu : kebijakan, dan publik. Terdapat

beberapa pengertian dari masing-masing “kebijakan” dan “publik”.

a. KonsepK ebijakan
Terdapat beberapa pengertian kebijakan, sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy
(2000 dalam Kismartini dkk, 2005 : 1.4), antara lain menurut :
1) Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan; menyebutkan kebijakan sebagai : “a
projected program of goals, values, and practices” (suatu program pencapaian

tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah).
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2) Carl J. Friedrick; mengartikan kebijakan sebagai : serangkaian tindakan yang
diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dengan menunjukkan hembatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu.

3) James E. Anderson; mengartikan kebijakan sebagai : serangkaian tindakan
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

4) Amara Raksasataya; mengartikan kebijakan sebagai : suatu taktik dan strategi
yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Qleh karena itu, suatu kebijakan
memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

(1) identifikasi dari tujuan yang fhgindicapai;

(2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan;

(3) penyediaan~herbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara

nyatadari taktik atau strategi.

Terdapat behéraparhal yang terkandung dalam kebijakan (Kismartini dkk, 2005 : 1.4),
yaitu :
1) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang
berpihak kepada kepentingan masyarakat (public interest).
2) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk
mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan
lebih mudah yang acap kali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-

proyek.
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3) Usulan tindakan; dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam
ataupun luar pemerintahan.

4) Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya, baik
manusia maupun bukan manusia.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka akan lebih mudah dipahami bahwa Program
Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial — Rumah Tidak Layak Huni
(RS-RTLH) merupakan kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, yang dalam hal
ini kebijakan tersebut mengandung :

1) Tujuan : Mengentaskan kemiskinan;
2) Strategi: Program pemberdayaan masyarakat.melalui” Bantuan Rehabilitasi
Sosial- Rumah Tidak Layak Huni (RS-RT4H);
3) Sumber usulan : Pemerintah;
4) Penyediaan input :
(1) Peraturan perundangan,
(2) Dana;
(3) Pembentukankelompok sasaran;
(4) Perigawasan;
(5)Perangkat pelaksana, dan lain-lain.
b. KonsepPublik

Sedangkan pengertian publik berasal berasal dari kata public, yang dapat diartikan
beraneka tergantung pada kata yang menyertainya. Publik dapat diartikan sebagai umum,
rakyat, masyarakat, dan negara atau pemerintahan. Dicontohkan beberapa pengertian publik
oleh Irfan Islamy (dalam Kismartini dkk, 2005 hal : 1.5 — 1.6) dalam rangkaian kata antara

lain :
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1) Public opinion, diartikan sebagai pendapat umum; kata public mengandung
pengertian umum (public = umum).

2) Public library, diterjemahkan perpustakaan rakyat; kata public mengandung
pengertian rakyat (public = rakyat).

3) Public health, diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat; kata public
mengandung pengertian masyarakat (public = masyarakat).

4) Public administration, diterjemahkan menjadi administrasi Negara; kata
public mengandung pengertian Negara (public = Negara).

5) Public policy, diterjemahkan menjadi kebijakan publik; kata public

diterjemahkan sebagai Pemerintah / Negara (publie = Pemerintah/Negara).

Publik bisa bermakna beragam, namun satu hai pénting yang tersirat adalah bahwa
kata publik harus berkaitan dengan kepentingan®publik; kepentingan umum, kepentingan
rakyat, atau kepentingan masyarakat. Karena_itulah, public policy tidak lagi diterjemahkan
sebagai kebijakan Negara, melainkan<sebagai kebijakan publik, sebab public policy harus
berorientasi pada kepentingan publik:=Bahkan perkembangan terakhir public administration
yang semula diterjemahkaniadministrasi Negara, sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai
administrasi publik karena-telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke

kepentingan publiks

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang
dihadapi oleh masyarakat. Terdapat beberapa pengertian Kebijakan publik dari beberapa
sudut pandang sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy (2000; dalam Kismartini dkk, 2005:
1.6 —1.7), yang dapat diklasifikasikan antara lain :

1) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah:
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a) George C. Edwards Ill dan Ira Sharkansky, menyebutkan bahwa kebijakan
publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-
pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat
pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan
tindakan pemerintah”.

b) James E. Anderson, menyebutkan bahwa “kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badarn:badan dan pejabat-
pejabat pemerintah”.

c) Thomas R. Dye, mengemukakan ®ahwa kebijakan publik sebagali
“whatever governments choosé\towvdo not to do”, (apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan™atau tidak melakukan). Dalam hal upaya
mencapai tujuan Negara, ‘peémerintah perlu mengambil pilihan langkah
tindakan yang dapat_berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
Bila pemérintah” memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada
tujuanriya dan kebijakan tersebut harus meliputi *“semua” tindakan
permerintah, jadi bukanlah semata-mata keinginan pemerintah atau pejabat
pemerintah saja, tetapi sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah juga
termasuk kebijakan Negara, karena “sesuatu yang tidak dilakukan” juga
akan berpengaruh sama besarnya dengan segala “sesuatu yang dilakukan”
oleh pemerintah. Jadi tidak melakukan sesuatu apapun juga merupakan
suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan
pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan

langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.
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2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat
yang dilakukan pemerintah :

a) David Easton, menyebutkan bahwa “Kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota
masyarakat” (Kismartini dkk, 2005 : 1.7 — 1.8).

b) Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1970 dalam Ismulyadi, 2005 :
9), berpandangan bahwa kebijakan publik sebagai : “a projected program
of goals, values, and practices”’, (suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan praktek-praktek yang terarah).

c) RC. Chandler dan JC. Plano, menyebutkan bahwa kebijakan publik
adalah: pemanfaatan yang strategis<tefhadap sumberdaya-sumberdaya
yang ada untuk memecahkan/wasaiah public (Syafi’ie, 1999 dalam
Ismulyadi, 2005 : 9).

3) Kebijakan publik diparidang® Sebagai rancangan program-program yang
dikembangkan pemerintah-untuk mencapai tujuan :

a) George C.“Edwards Il dan Ira Sharkansky, menyebutkan bahwa kebijakan
publik "adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan
oleh ~pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-
pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat
pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan
tindakan pemerintah” (Kismartini dkk, 2005 : 1.7).

b) James E. Anderson, menyebutkan bahwa “kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah” (Kismartini dkk, 2005 : 1.7).
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c) William N. Dunn (1999 : 109), mendefinisikan kebijakan publik sebagai
serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk
keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh Badan atau pejabat
pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang issue sejak pertahanan,
energi dan kesehatan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Dari ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik tersebut, terlihat
bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain atau
yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi
proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut menurut
Thomas R. Dye, kebijakan publik dipandang sebagai tindakan.pemerintah disebabkan oleh 3
(tiga) hal dari kewenangan pemerintah, yaitu :

1) Hanya pemerintah yang mempunyaitkekuatan dan kemampuan untuk
memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik
yang menjadi sasaran (target group):

2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk
meligitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat
diberlakukan secara, Universal kepada publik yang menjadi sasaran
(target group).

3) Hanya pemermtair'yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk
melaksanakan Kkebijakan publik secara paksa kepada publik yang
menjadi Sasaran (target group).

Kebijakan publik juga mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari
publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik”. Dengan demikian kebijakan publik
sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan serta diperkuat oleh David Easton. Kebijakan publik
bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada
masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi

desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan

mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur
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pengalokasian nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota
masyarakat. Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan
tindakan pilihan pemerintah untuk mencapai tujuan. Sesuai dalam penelitian ini, maka dapat
dijelaskan terdapat hubungan Kebijakan Publik dengan Kepentingan Publik; yaitu adanya
Nilai-nilai Masyarakat (Kepentingan Publik) : masih banyak penduduk miskin ditandai
dengan tempat tinggal rumah tidak layak huni; dan Kebijakan Publik : Program pengentasan
kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan rehabilitasi sosial — rumah

tidak layak huni.

d. AnalissKebijakan Publik

Menurut Kismartini dkk (2005 : 2.3), analisis kebijakan.pulslik adalah sebuah seni di
dalam memahami sebuah rencana kebijakan yang akan¢ diferapkan oleh sebuah otoritas
publik. Analisis kebijakan publik memerlukan sebtah uraian tentang data, informasi dan
berbagai alternatif yang mungkin ditempuh._untdk menentukan sebuah kebijakan publik.
Analisis kebijakan publik mempunyai, tujuan memberikan rekomendasi kepada pembuat
kebijakan publik (public policy saker)y’dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik.
Analisis kebijakan merupaKarntbentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam™ mengenai masalah-masalah sosial teknis dan untuk mencari
solusi masalah kemasyarakatan dengan lebih baik.

Kalau dalam kebijakan publik sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah arah
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini area studi tersebut meliputi segala
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan
masyarakat secara luas, misalnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dalam penelitian ini
adalah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan mengentaskan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan dengan program

pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan rehabilitasi sosial — rumah tidak layak
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huni di daerah. Secara garis besar kebijakan publik mencakup tahap-tahap : perumusan
masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dalam
analisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi
yang relevan dengan kebijakan pada satu tahap, beberapa atau seluruh tahap dari proses
kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Dalam analisis
kebijakan publik, melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam mencapai
tujuannya, bisa pada aspek perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi
kebijakan, atau bahkan melakukan analisis keseluruhan aspek dari_kebijakan tersebut secara

bersamaan.

3. Implementas K ebijakan Publik

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang ditetapkan-dalam suatu kebijakan publik maka
kebijakan publik tersebut perlu diimplementasikan; sebab sebagaimana menurut Chief JO.
Udoji (dalam Wahab, 1997: 59), kebijakarnakan sekedar menjadi impian atau rencana yang
bagus bila tidak diimplementasiKan. fmplementasi berkaitan erat dengan upaya operasional
untuk pencapaian tujuan kebijakanpublik.

Menurut Eugenes Bardach (1979 dalam Natalina, 2002 : 20), disebutkan bahwa
penulis yang pertama-tama memberikan perhatian terhadap masalah implementasi adalah
Douglas R Bunker, dalam penyajiannya di hadapan The American Association for the
Advancement of Science pada tahun 1970, dimana untuk pertama kali disajikan secara
konseptual tentang proses implementasi sebagai suatu fenomena sosial dan politik.

Menurut kamus Webster, disebutkan bahwaimplementasi adalah : “to provide the
means for carrying out”, implementasi sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu”, (dalam Wahab, 1997 : 64).Dalam konteks kebijakan, maka upaya untuk

mewujudkan tujuan kebijakan melalui proses implementasi kebijakan ditempuh melalui
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upaya penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam jumlah (kuantitas) dan

kualitas yang memadai sehingga memungkinkan kebijakan tersebut dioperasionalkan dalam

sejumlah langkah kongkrit yang mengarah pada tujuan yang diharapkan (Sitorus, 2002 : 19).

Terdapat beberapa konsep Implementasi Kebijakan Publik, antara lain sebagai

berikut:

a.

Menurut Maarse, sebagaimana dikutip Hogerwerf (1985 dalam Sitorus, 2002 :
19), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan
tertentu.Dengan demikian menurut Maarse, dalam implemeiitasi kebijakan yang
diperlukan adalah tindakan-tindakan operasional yangwyata dan sah.

Grindle (1980 : 7), mengemukakan _ fengertian implementasi, bahwa
“implementation — a general process,of \administrative action that can be
investigated at a specific program leve?.Ditambahkan oleh Grindle, bahwa proses
implementasi baru dimulai, @apabila”tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan,
program kegiatan telah "disusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk
mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Menurut William dan Elmore (dalam Sunggono, 1994 : 139), Implementasi
Kebijakanmerupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan.

Wibawa dkk (1994 : 15), menyebutkan bahwa kebijakan publik selalu
mengandung setidaknya 3 (tiga) komponen dasar, yaitu :

1) tujuan yang luas;

2) sasaran yang spesifik; dan

3) cara mencapai sasaran tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40946

Dalam hal komponen ke (3), yaitu cara mencapai sasaran tersebut terkandung
beberapa komponen lagi, yakni : siapa implementatornya, jumlah dan sumber
dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem managemen
dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara mencapai sasaran
tersebutlah, komponen ke (1) tujuan yang luas, dan komponen ke (2) sasaran yang
spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara-cara mencapai Ssasaran
tersebut biasanya disebut dengan implementasi kebijakan.

e. Lester & Stewart (2000 dalam Ramadhan, 2010 : 26), menyebutkan implementasi
kebijakan dipandang dalam terminologi yang luas | merupakan instrumen
administrasi hukum dimana bermacam aktor, organisasl, Strategi, prosedur, dan
teknik yang bekerja bersama—sama untuk menjalankan kebijakan guna menggapai
dampak atau tujuan yang diinginkan. Implemeftasi pada sisi yang lain merupakan
fenomena yang kompleks yang mungKin-bisa dipahami sebagai proses, keluaran
(out put),maupun hasil (outcome).

f. Edward Il (1980 hal~ I - 10), mengemukakan batasan implementasi sebagai
berikut:

“Poliey \impiementation, is the stage of policy making between the
establishiment of policy, such as the passage of legidative act, the issuing
of an“executive order, the handing down of a judicial decision, or the
promulgation of a regulatiory rule - and the consequences of the policy
for the people whom it effects’ .

Edward Il berpandangan bahwaStudi Implementasi Kebijakan adalah krusial bagi
administrasi publik dan kebijakan publik.
Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan Kkebijakan antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang

dipengaruhinya. Apabila sesuatu kebijakan tidak tepat atau tidak bisa mengurangi
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masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan secara baik.

g. Prerssman dan Wildasky (dalam Jones, 1980 : 295), menyebutkan pengertian
implementasi dalam kaitannya dengan tujuan kebijakan, sebagai berikut :

“Implementasi dapat diartikan sebagai proses interaksi antara suatu
perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya. Dengan
demikian implementasi program telah menjadi hubungan tak tampak.
Maka dari itu, hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-
akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan-tujuan”.

h. Hogwood dan Gunn (dalam Sunggono, 1994 : 137), mendefinisikan implementasi
kebijakan sebagai “essentially as technical or manageria probiem”. Atas dasar
pengertian ini, maka aspek teknis dan mangemen /ddlam suatu organisasi
merupakan sarana utama dalam mewujudkan<ujuarn-tujuan yang telah ditetapkan
dalam suatu kebijakan publik.

i. Dunn, sebagaimana disadur oleh“Darwin (1999, dalam Sitorus, 2002: 22),
mengartikan implementasi< “kebijakan (policy implementation) sebagai
pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil
kebijakan. Dari konsep” Dunn terlihat bahwa implementasi disamping berisi
tindakan operasional untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian
tujuanijuga mencakup kegiatan pengendalian agar tindakan-tindakan operasional
tersebut betul-betul mengarah kepada tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan
oleh suatu kebijakan. Definisi Dunn ini menegaskan tentang arti upaya
pengendalian untuk menjamin konsistensi arah tindakan dengan tujuan kebijakan.

J. Van Meter dan Van Horn, mengemukakan bahwa secara umum tugas (fungsi)
implementasi adalah menetapkan/menyusun sambungan yang menghubungkan

antara tujuan-tujuan kebijakan publik kepada realisasi sebagai hasil-hasil kegiatan

pemerintah, sebagaimana dikutip oleh Grindle (1980 : 6):
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“In general, the task of implementation is to establish a link that allows the
goals of public policies to realized as outcomes of government activity it
involves, therefore, the creation of a “ policy delivery system”, in which
specific means are design and pursued in the expectation of arriving at the
particular ends”.

Van Meter dan Van Horn, (1975, dalam Ramadhan, 2010 : 26), memberi batasan
implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah,
publik maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan
untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan
sebelumnya. Konsep Van Meter dan VVan Horn secara lebih spesifik memfokuskan
pada konsep implementasi kebijakan sebagai tindakan dari aktof-aktor kebijakan
yang terlibat, baik dari kalangan pemerintahan, swasta, maupun warga masyarakat
kelompok sasaran suatu kebijakan. Dengan‘kata fain dapat dikatakan bahwa

implementasi kebijakan itu adalah tindakan ‘para aktor sehubungan dengan telah

diformulasikannya suatu kebijakan tertentu.

Setelah melakukan pembatasan, tentang apa yang dimaksud dengan implementasi
kebijakan, langkah selanjutnya dalah=remberi komparasi antara apa yang disebut dengan
implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan, dan apa yang secara general menunjuk
kepada dampak kebijakan: Konsep tersebut merupakan hal yang berbeda, meskipun tidak
berarti bahwa konsep.ni tidak saling berkaitan dengan lain.

Berdasarkan beberapa konsep dari para ahli di atas, maka pengertian implementasi
kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses transformasi keputusan ke
dalam kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Dengan
kata lain, implementasi kebijakan adalah sebuah proses penghantaran (delivery system) dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Sebagai sebuah proses penghantaran,
implementasi kebijakan publik secara garis besar dapat digambarkan secara sederhana dalam

gambaran sebagai berikut.
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POLICY GOALS IMPLEMENTING POLICY
OUTCOMES
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& OBYECTIVES PUBLIC POLICY

» Delivery sysem | >

(Butuh input : agen pelaksana, sumberdaya, peraturan, dll)
Sumber : William dan Elmore (dalam Sunggono, 1994: 138)

Gambar 2.1. Bagan rangkaian implementasi kebijakan publik.

Dari gambaran di atas, setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan tujuan telah
ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan agar tujuan
dapat diwujudkan. Dalam implementasi diperlukan sejumlah inplit;=seperti : organisasi
pelaksana; dukungan sumberdaya : anggaran, sumberdaya manusia (SDM) / personalia;
peraturan, standard operating procedure (SOP); dan sebagainya.

Implementasi kebijakan pada prakteknya mengandung implikasi kebijakan. Kebijakan
dapat diterjemahkan ke dalam tindakan atau progiam-program yang kongkrit dengan aturan-
aturan implementasinya dapat dirumuskan“dan ditafsirkan berdasarkan tujuan dan sasaran
kebijakan tersebut yang dapat, menimbulkan kesalahan dan kekeliruan. Hal tersebut dapat
menyebabkan program-prograr/dan aturan-aturan seringkali membawa implikasi yang besar,
kadang-kadang malalr-lebily besar daripada kebijakan itu sendiri. Dalam banyak hal telah
terlihat bahwa aturam=aturan dan prosedur-prosedur dalam masalah-masalah kebijakan yang
telah dibuat rutin oleh birokrasi membawa dampak yang menentukan terhadap pembuatan
kebijakan (Wahab, 1997 : 117).

Terdapat beberapa pandangan mengenai implikasi kebijakan dan unsur penting yang
terkait atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Menurut M. Syukur Abdullah (1986 : 9 — 10), terdapat beberapa unsur pokok dari

proses implementasi, sebagai berikut :
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1) Proses implementasi program kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindaklanjut
setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan, yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang
ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan,
guna mencapai sasaran dari program (kebijakan) yang ditetapkan semula;

2) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil,
kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang
dicapai (outcomes), karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat
berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun
menghambat pencapaian sasaran program;

3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur yang
penting dan mutlak, yaitu :

a) adanya program (kebijakan) yang akan dilaksanakan;

b) kelompok sasaran (target group), vaitu kelompek masyarakat yang
menjadi sasaran dan diharapkan akan menerimal manfaat dari program
tersebut, perubahan atau peningkatan;

c) unsur pelaksana (implementator), baik organisasi atau perseorangan, yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan-, dan’ pengawasan dari proses
implementasi tersebut;

4) Implementasi program (kebijakan) tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang
hampa, oleh karena itu faktor lingkunigan (fisik, sosial, budaya, dan politik)
akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan
pada umumnya.

b. Studi mengenai implikasityang dimunculkan oleh kebijakan publik seperti
diutarakan Van Meter‘dan Van Horn(1975; dalam Ramadhan, 2010: 27), mengkaji
konsekuensi dafi “suatu keputusanKebijakan, diklasifikasikan menurut dua
karakteristik yang berbeda, antara lain :

1) Akumulasi Perubahan yang terjadi;
2) Sejauh mana konsensus menyangkut tujuan di antara pemeran serta dalam
proses implementasi berlangsung.

Unsur transformasi adalah karakteristikyang paling penting, setidaknya dalam
dua hal, yakni:

Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini,
transformasi inkremental lebih cenderung memunculkan tanggapan baik
daripada transformasi rasional (dratis);

Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah
perubahan institusi yang dibutuhkan. Ada yang mengusulkan bahwa
implementasi yang efektif akan sangat mungkin terwujud apabila lembaga
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pelaksana tidak diwajibkan melakukan reorganisasi secara dratis. Perspektif
ini didukung oleh argumen yang menyatakan bahwa kegagalan program sosial
banyak berasal dari peningkatan tuntutan yang dibuat terhadap stuktur dan
prosedur administratif yang eksis. Kebijakan yang menetapkan perubahan
dalam relasinya dengan pemeran yang terlibat dalam proses implementasi
akan lebih sukar dijalankan daripada kebijakan yang memerlukan hanya
sedikit perubahan dalam relasi yang kuat.

Dalam studi implementasi, tujuan dan target suatu program yang akan dijalankan
harus ditelaah mendalam dan diukur, karena implementasi tidak bisa berhasil atau
akan mengalami kegagalan jika tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam
memutuskan ukuran dasar dari target, kita bisa menggunakan pernyataan dari para
pembuat keputusan sebagaimana dicerminkan dalam banyak dokumen seperti
regulasi dan garis—garis pedoman program yang_menyatakan kualifikasi untuk
evaluasi pencapaian kebijakan. Namun, dalam’beberapa hal tertentu ukuran dasar
dan target-target kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada
akhirnya, pilihan ukuran pencapaiah-gergantung pada tujuan yang didukung oleh

penelitian.

Selain ukuran dasardan «tdrget kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian
dalam proses implenientasi kebijakan adalah sumber—sumber yang tersedia.
Sumber layak,mendapatkan perhatian karena melicinkan jalan menuju kesuksesan
implementasi kebijakan. Sumber—sumber yang dimaksud mencakup dana atau

insentif lain yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif.

Sesungguhnya ada empat hal penting lain yang dibahas oleh Van Meter dan Van
Horn, yakni :

a) komunikasi antar institusi dalam kegiatan pelaksanaan;

b) karakteristik institusi pelaksana;

¢) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau

institusi implementor; serta
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d) kecenderungan (disposition) para pelaksana.

Implementasi yang sukses seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur
lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendukung kemungkinan yang lebih besar bagi
pejabat tinggi untuk mendorong pelaksana atau pejabat bawahan bertindak dalam
suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan.
Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Ramadhan, 2010: 29),
menambahkanbahwa unsur—unsur yang mungkin cukup berpengaruh terhadap
Institusi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

(1) Faktor Kebijakan;

(2) Faktor Organisasi;

(3) Faktor Hubungan Antar Organisasis

(4) Faktor Lingkungan Implemeritasi i<ebijakan.

Untuk memahami suatu implementasi-kebijakan, perlu menyederhanakan dan
penjelasan mengenai impleémeritasi dalam komponen utama. Patut diperhatikan
disini bahwa implemeéntasi dari tiap-tiap kebijakan menjadi suatu proses yang
dinamis dan mencakup banyak interaksi berbagai variabel. Oleh sebab itu, tidak
ada variabelntunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan
keterkaitam @ntara satu variabel dengan variabel yang lain dan bagaimana variabel
ini berpengaruh pada proses implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakaan ada dua pilihan
yang ada yaitu: untuk mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
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c. Edward IIl (1980 : 1), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik
adalah: “Lack of attention to implementation, without effective implementation,
the decission of policy makerswill not be carried out successfully”.

Edward Il juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar

implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat faktor tersebut adalah :

1) komunikasi (comunication);

2) sumber-sumber (resource);

3) kecenderungan—kecenderungan (disposition) atau tingkah laku-tingkah laku
(attitudes); dan

4) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Komunikasi (comunication)pada organisasisdan atat kepada publik, ketersediaan
sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak
yang terlibat, dan bagaimana struktur/organisasi pelaksana kebijakan. Sumber-
sumber (resource), berkenaan“dengan ketersediaan sumber daya pendukung,
khususnya sumber daya manusia. Kecenderungan—kecenderungan(Disposition),
berkenaan dengan“keiersediaan dari para implementator untuk melaksanakan
kebijakan,.publik” tersebut, kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan
kebijakan./ Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi
yang menjadi penyelenggara implementasi publik (Nugroho, 2009 dalam Haryadi,
2011 : 17).

Lebih lanjut Edward 111 menyatakan bahwa persyaratan utama bagi implementasi
kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus
mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan—keputusan kebijakan dan
perintah—perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum

keputusan-keputusan ~ dan  perintah-perintah  di  ikuti.Perintah-perintah
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implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika
para pelaksana kekurangan sumber—sumber yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber
yang penting meliputi staf yang memadai, serta keahlian—-keahlian yang baik
untuk melaksanakan tugas staf, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk
menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan
publik.Oleh sebab itu sikap baik para pelaksana terhadap suatu kebijakan tertentu
yang berarti adanya dukungan dari para pelaksana, maka besar kemungkinan
implementasi kebijakan akan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para
pembuat keputusan awal. Sedangkan badan pelaksana kebijakan adalah birokrasi
baik secara sadar atau tidak sadar memilifi Jbentuk—bentuk organisasi untuk
kesepakatan kolektif dalam rangkas“memecahkan masalah-masalah sosial

(Winarno,2007 dalam Haryadi, 2013717 <'18).

4. Kebijakan Publik Penanggulangan Kemiiskinan dengan Pemberdayaan Sosial
Kemiskinan adalah keafaan “dimana manusia; orang, keluarga, kelompok atau
masyarakat tidak terpenuhi‘kehytuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan
dasar adalah sepertigpangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan
pelayanan / interaksi“sosial. Masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun
pemberat berbagai jenis permasalahan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan,
keterlantaran, keteringgalan/keterpencilan, dan kerentanan sosial yang pada umumnya
berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.
Orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat penyandang masalah kemiskinan disebut
sebagai fakir miskin; yaitu orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan dasar) yang layak bagi kemanusiaan, atau yang
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mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang
layak bagi kemanusiaan (UU RI No.13 Tahun 2011 &PP RI No.42 Tahun 1981).

Sesungguhnya kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang, baik yang
ada dalam diri keluarga (masyarakat) maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial
budaya, sumberdaya, kondisi alam dan lain-lain. Fenomena kemiskinan di Indonesia menurut
Mujiyadi dkk (2007 : 15), secara garis besar memiliki empat dimensi pokok atau akibat dari
empat faktor utama, antara lain:

1) kurangnya kesempatan;

2) rendahnya kemampuan;

3) minimnya partisipasi,serta

4) kurangnya jaminan sosial (social security):

Kemiskinan sepertinya menjadi momok palingwiil dan berkepanjangan yang terus
nenerus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. emudian kemiskinan dari segi makro lazim
diukur berdasarkan garis kemiskinan, 4ang ‘telah ditetapkan. Sedangkan dari sisi mikro,
pengukuran kemiskinan perlu mepdaiami-aspek lokalitas yang ada di masing—masing wilayah
yang bisa digariskan sendiri 8leh pemerintah dan masyarakat lokal tersebut (Lestienne, 2000
dalam Ramadhan, 2010\ hai: 2). Berdasarkan tingkat kerentanan kemiskinan, jenis
kemiskinan secara, umum dapat dibedakan menjadi dua (Hikmat dkk, 2005 : 18), yaitu :

Pertama;adalah kemiskinan kronis (chronic poverty), yaitu kemiskinanyang sudah

berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dan turun menurun, atau disebut
juga sebagai kemiskinan structural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan

kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara
lintas sektoral dan berkelanjutan.

Kedua; adalah kemiskinan sementara (transient poverty). Model kedua ini merupakan
kemiskinan diidentifilasi dengan penurunan pendapatan dan kesejahteraan warga
masyarakat secara temporer sebagai implikasi dari transformasi kondisi normal
menjadi Kkritis seperti bencana alam dan bencana sosial, misalnya konflik sosial,
gempa bumi, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sebaginya.
Kemiskinan transient jika tidak ditanggulangi secara serius akan berubah kearah
kemiskinan kronis.
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Esensi “miskin” dan “kemiskinan” sudah melekat dengan pikiran kita dan saat ini
hampir tidak ada seorangpun yang ingin diterjang oleh kemiskinan. Kemiskinan serta merta
dikoneksikan dengan kekurangan atau ketiadaan materiil dimana uang dan kebutuhan akan
bahan—bahan pokok menjadi kriterianya. Kemiskinan ialah patologi sosial. Kemiskinan atau
bentuk apapun penghalusan makna dalam mendeskripsikan tentang kondisi “miskin”
tersebut,seperti : “kekurangan”; “ketidak berdayaan”; atau “melarat”,sudah bersinergi dengan
stigma yang memarjinalisasikan orang atau kelompoknya.

Di sisi lain, terjadi fenomena yang menggelitik untuk diperhatikan, ialah terjadi
perubahan perilaku masyarakat untuk terbuka mengaku dan dipeflakukan sebagai orang
miskin agar memperoleh bantuan. Realitas sosial yang menyinipang ini bisa diartikulasikan
seperti ini :

Pertama, untuk dapat bertahan hidup, nilai“seseefang sebagai manusia normal harus

diperjualbelikan sekedar untuk sejurmian nominal uang;

Kedua, keinginan pemerintah “yang*baik untuk membantu orang miskin ternyata
beranalog dengan mengkontruksikan mentalitas miskin dan malah menjadi
bergantung kepada.erang lain;

Ketiga, yaitu transformasi akal sehat untuk pasrah menjadi miskin adalah bukti bahwa
warga“kita) mengidap sakit menahun. Penyakit sosial ini kerap membahayakan
bagi sebuah bangsa karena masyarakat tertentu ada yang rela menjalankan profesi
sebagai pengemis; dan

Keempat, di Indonesia kemiskinan menjadi suatu fenomena baru dan tanpa disadari
dibangun oleh pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah status sosial baru.
Kemiskinan akibat kebijakan pembangunan nasional tertentu selama ini

membentuk mentalitas bangsa, dari sebuah bangsa yang kaya raya (gemah ripah
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loh jinawi ) menjadi bangsa yang lemah, cepat menyerah,dan tidak akan malu
menyandang predikat miskin (Kleden dalam Ramadhan, 2010: 3 - 5).

Konsep pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang kemunculannya
sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kubudayaan barat, utamanya
Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus
berkembang hingga akhir abad 20 (Pranarka & Moelyarto, 1996 dalam Mujiyadi, 2007 : 11).
Konsep pemberdayaan yang diimplementasikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam
peraturan perundangan yang berlaku, difokuskan untuk sasaran masyarakat kaum fakir
miskin dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang ada.

Terdapat beberapa konsep pemberdayaan, antara lain.nienurut Parsons (1994 dalam
Haryadi, 2011 : 25) :“Pemberdayaan Sosial adalah sehuah proses dengan mana orang
menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berldagaiygengontrolan atas kejadian—kejadian
serta lembaga—lembaga yang mempengaruhi kehiglupannya®.Sedangkan menurut Rappaport
(1984 dalam Suharto, 2005 hal : 23) : Pémberdayaan adalah “suatu cara dengan mana rakyat,
organisasi, dan komunitas diarahkan mampu menguasaiatau berdaulat atas kehidupannya®.

Pemberdayaan adalah.reses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk -individu—individu yang mengalami masalah kemiskinan.Sebagai
tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepecayaan diri, mampu menyampaikan
aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri

dalam melaksanakan tugas—tugas kehidupannya.
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Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan
dengan konsep mandiri, partisipasi,jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya
pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Konsep didasari oleh
gagasan yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Menurut
Payne (dalam Mijiyadi,2007 hal : 11), menyebutkan bahwa :

Pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien memperoleh daya guna

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait

dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam
melakukan tindakan peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk
menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Hal
ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa¢percaya diri untuk

menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui ‘frarisfer daya dari
lingkungannya.

Berdasarkan pandangan Payne tersebut, terdapat pemabaman bahwa permberdayaan
merupakan proses pertolongan kepada klien _agaf ~mempunyai kemampuan untuk
pengambilan keputusan dan pilihan—pilihdn.. yang selaras dengan kehidupannya.
Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi” pembangunan digunakan dalam paradigma
pembangunan berpusat pada manlsia, “Persepektif pembangunan ini menyadari betapa
pentingnya kapasitas manusia, dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan
internal atas sumberdaya~materi dan non material melalui re-distribusi modal atau
kepemilikan. Semernitara itu menurut Ife (1995 dalam Mujiyadi, 2005 : 11), memberikan
batasan :

“Pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber,

kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka

menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi
kehidupan komunitas mereka”.

Hikmat dkk (2005 : 40) menyebutkan bahwa paradigma pemberdayaan sosial bagi
warga masyarakat fakir miskin adalah paradigma pembangunan yang menempatkan manusia
sebagai subyek pembangunan, dimana fakir miskin akan diposisikan sebagai pelaku aktif

dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada dirinya dan memberikan apresiasi yang
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layak terhadap potensi dan sumber yang dimilikinya. Hal tersebut berbeda dengan paradigma
pembangunan pada masa lalu, yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik
material, serta menempatkan manusia sebagai obyek sehingga berisiko terjadinya
dehumanisas dalam pelaku pembangunan. Keberadaan fakir miskin sebagai obyek
pembangunan kesejahteraan sosial, diposisikan sebagai penerima bantuan sosial yang pasif
dan diberikan atas dasar bertsifat belas kasihan (charity).

Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola
sendiri dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain,
disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihal, perencanaan, dan
pelaksanaan pembangunan (Soetrisno, 2000 dalam Mujiyadi dkky,2007: 12). Lebih lanjut Mc
Ardle (1989 dalam Hariyadi, 2011 : 45), mengartikan :

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan“keputusan oleh orang-orang yang secara

konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang—orang yang telah mencapai

tujuan kolektif diberdayakan melalui kenfandiriannya bahkan merupakan “keharusan”
untuk lebih diberdayakan melalui usafia~-mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,
ketrampilan serta sumber lainyas dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa
bergantung pada pertolongan.darishubungan eksternal.
Namun demikian Mc. Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan,
melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan
komponen penting dalar pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya
orang-orang harus teriibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan
hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri, dan pengetahuan untuk
mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin
banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial, Dubois & Miley (1992 dalam
Mujiyadi dkk, 2007 : 12) memberikan pedoman, yaitu :

1) membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai

pilihan dan hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri, menghargai
perbedaan dan keunikan individu, dan menekankan kerjasama klien;
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2) membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri Kklien,
mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga
kerahasiaan klien;

3) terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam
semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak Kklien,
merangkai tantangan melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan
dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan,
penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, dan
penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan,
tantangan sebagai kesempatan belajar, dan melibatkan klien dalam pembuatan
keputusan dan evaluasi;

4) merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial.

Adapun konsep pemberdayaan menurut Hasenfeld sebagaimana dikutip Dubois dan

Miley (1992 dalam Nusation, 2010 : 39), memberikan batasan sebagal.berikut:
“empowerment is process through which clieaty obtain resource, personal,
organizational, community then enable them te, gaisi-greater control over their
environment and to abtain their aspiration”,

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan’“merupakan proses yang memberi

peluang bagi klien untuk dapat mengungkapkan_aspirasi mereka, memperoleh sumber baik

individu, organisasi, maupun komunitas, (Adi, 2001 dalam Haryadi, 2011 : 46).

Keberhasilan pemberdayaanmasyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka
menyangkut kemampuan ékanoini, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan
kemampuan kultural_dan “pofitis.Secara operasional agar fokus dan tujuan pemberdayaan
dapat diketahui, perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan
seseorang atau kelompok itu berdaya atau tidak sehingga ketika program pemberdayaan
sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari
sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. (Suharto, 2005 dalam Haryadi, 2011 : 30).

Berdasarkan teori Hasenfeld sebagaimana disebutkan di atas, ada 3 (tiga) ciri atau
indikator pemberdayaan, yaitu:

1) Terjangkaunya sumber—sumber produktif yang memudahkan bagi mereka
dapat meningkatkan pendapatan;
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2) Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam menyampaikan aspirasi dalam
proses pembangunan dan keputusan—keputusan yang mempengaruhi mereka
baik secara individu, kelompok, maupun komunitas;

3) Terdapat pengendalian yang lebih besar atas lingkungan mereka dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Di negara Indonesia,pola pemberdayaan sosial untuk penanggulangan masalah
kemiskinan ataupun masalah sosial telah menjadi kebijakan publik sebagaimana dituangkan
dalam undang-undang. Sebagaimana menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, bahawa Pemberdayaan Sosial adalah : semua upaya yang diarahkan
untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

pertama,memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang
mengalami  masalah kesejahteraan *sosial agar mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri;

kedua,meningkatkan peran “serta dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosiaf’

Pemberdayaan sosial tersebut dapat dilakukan melalui :

1) Peningkdtan-kemauan dan kemampuan;
2) penggaiian potensi dan sumber daya;
3) Penggalian nilai—nilai dasar;

4) Pemberian akses;

5) Pemberian bantuan.

Sedangkan menurut  Sekretariat Tim Pengendali PNPM-Mandiri (2010),
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan / meningkatkan kapasitas
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan

terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan
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masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin berkelanjutan berbagai hasil

yang dicapai.

5. Program Bantuan RS-RTLH sebagai Kebijakan Publik Penanggulangan
kemiskinandengan Pemberdayaan M asyarakat di Kabupaten Bintan

Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian kebijakan pengentasan
kemiskinan juga mencakup upaya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Sesungguhnya
rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh
setiap orang. Namun pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah~yang memenuhi
persyaratan tersebut bukan hal yang mudah bagi masyarakat fakirymiskin. Bagi masyarakat
yang tergolong keluarga fakir miskin, ketidakberdayaan merekasmemenuhi kebutuhan rumah
yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan ddn penhgetahuan tentang fungsi rumah
itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dipahami gérmasalahan rumah tidak layak huni yang
ditempati atau dimiliki oleh masyarakat«gol@ngan fakir miskin memiliki multidimensional.
Kepedulian untuk menangani maSalah® tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan
melibatkan seluruh komponen jmasyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat — daerah,
dunia usaha/industri, maSyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen
lainnya.

Untuk kebijakan pengurangan kemiskinan dengan program pemberdayaan masyarakat
melalui perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, pemerintah pusat melalui
Kementrian Sosial Rl — Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial - Direktorat Pemberdayaan
Fakir Miskin, telah menetapkan kebijakan, menyusun Program Pemberdayaan Sosial melalui
alokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Wahid, 2010 : 3). Kemudian
program tersebut bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menjadi kebijakan yang

dilaksanakan / diimplementasikan di wilayah Kabupaten Bintan, yang petunjuk
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pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati BintanNomor 17 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial — Rumah Tidak Layak Huni.

Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni adalah Bantuan dimaksudkan
untuk menggugah partisipasi masyarakat untuk  memperbaiki kondisi rumah secara
menyeluruh maupun peremajaan sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat
tinggal. Sedangkan tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan bantuan RS-
RTLH adalah untuk penguatan kembali kesejahteraan masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Adapun Tujuan dari Bantuan RS-RTLH secara lebih rinci, {sebagaimana dalam
Peraturan Bupati Bintan, adalah:

1) Untuk menciptakan kondisi sosial yang mepdukung terwujudnya lingkungan
permukiman yang layak;

2) Meningkatkan keterpaduan antafra) instansi terkait dengan elemen lainnya
dalam penanganan kawasan,/ lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi
masyarakat sekitar;

3) Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;

4) Meningkatkan “kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga fakir
miskin;

5) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi
keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan;

6) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan
meningkatkan kesadaran akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara
mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka

pembangunan perumahan dan lingkungan;
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Masyarakat penerima sasaran program Bantuan RS-RTLH diberikan
kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah mereka baik
secara perorangan maupun kelompok, hal ini sesuai dengan prinsip

pemberdayaan.

Berkaitan dengan Program Bantuan RS-RTLH, berdasarkan Peraturan Bupati Bintan

Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial — Rumah Tidak

Layak Huni, ada beberapa prinsip pelaksanaan program tersebut, yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

6. Kinerja

Kesetiakawanan Sosial, dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu
orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati fan‘kasih sayang;
Keadilan, menekankan pada aspek pemerataan, fidak deskriminatif dan
seimbang antara hak dan kewajiban;

Kemanfaatan, dilaksanakan dengan+nempérhatikan kegunaan atau fungsi dari
barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki‘atau diganti;

Keterpaduan, mengintegfasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat
berjalan secara terkeordinir dan sinergis;

Keberpihakan“képada orang miskin, adalah mendorong orang miskin untuk
ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh
kegiatan RS-RTLH termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya;
Transparansi, kegiatan RS - RTLH sangat terbuka atau transparan kepada
masyarakat mulai dari tahap survey, pemantuan, besaran bantuan yang akan
diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan RS-RTLH;

Partisipasi, masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan.

(Performance) Implementass Kebijakan dan Faktor-faktor yang

mempengaruhinya

Terdapat beberapa pengertian mengenai kinerja, antara lain menurut Osborn dalam

John Wiley dan Sons (1980 : 70), mengemukakan bahwa kinerja adalah “tingkat pencapaian
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misi organisasi”. Sedangkan menurut Wibawa (1994 : 19), menyebutkan bahwa Kinerja
kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar atau sasaran
kebijakan.

Hasil implementasi kebijakan atau juga disebut sebagai prestasi kebijakan (policy
performance)terdiri dari : hasil kebijakan yang segera atau disebut keluaran kebijakan (policy
outputs);dan hasil kebijakan yang berupa perubahan yang dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat. Perubahan dianggap sebagai
hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcomes” atau “policy impact”.
Dengan sendirinya di dalam hasil akhir dari kebijakan termasuk juga hasit-hasil sampingan
disamping “policy performance” yang diperoleh (Sunggono, '1994:"139).Dampak (policy
impact) dari suatu kebijakan publik bisa terdiri dari, dampak” yang diharapkan (dampak
positif) dan dampak yang tidak diharapkan (darhpakvhegatif).Dampak yang diharapkan
mengandung pengertian bahwa ketika kebijakari dibuat, pemerintah telah menentukan atau
memetakan dampak apa saja yang akdrnterjadi. Lebih dari itu, pada akhir implementasi
kebijakan bisa muncul pula dampak yangtak terduga, yang di antaranya ada yang diharapkan
dan yang tak diharapkan, atathyang dimaui dan yang tak dimaui (Wibawa, 1994: 29-30).

Dengan bantuam,perbedaan antara hasil segera dan hasil akhir dari suatu kebijakan,
maka isi dari penyelidikan implementasi dapat diperinci. Di dalam corak penyelidikan seperti
ini, menurut JA Marse (dalam Hoogerwerf, 1983 : 158), yang penting adalah mengukur
berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari kinerjanya. Wibawa (1994 : 19),
menyebutkan bahwa penilaian terhadap kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas
tingkat tercapainya standar atau sasaran kebijakan. Dengan demikian penilaian kinerja
merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai

ukuran keberhasilan implementasi kebijakan.
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Sedangkan menurut Sofian Effendi (2001, dalam Sitorus, 2002: 27), disebutkan
bahwa hasil kebijakan (policy outcomes) dapat diukur berdasarkan “ policy effect” dan “policy
impact”. Hasil yang pertama (policy effect) merupakan pengaruh jangka pendek yang
dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan/program. Sedangkan yang kedua (policy impact)
menyangkut pengaruh jangka panjang dari hasil suatu kebijakan/program. Persoalannya
adalah apa yang menjadi tolok ukur dalam melihat policy effect dan policy impact yang
ditimbulkan oleh suatu program. Pemilihan tolok ukur yang benar inilah yang sangat
menentukan bagi ketepatan dalam melihat dan menilai kinerja suatu kebijakan.

Ripley dan Franklin (1986 : 89), mengemukakan bahwa keberffasiian implementasi
kebijakan atau program dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu.:

pertama, perspektif kepatuhan (compliancé),/~yang mengukur keberhasilan
implementasi dari kepatuhan street lével byreaucrats terhadap atasan mereka;

kedua, keberhasilan implementasi didkiir-dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
persoalan;dan

ketiga, implementasi yang,_berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Perspektif yarig “pertama dan kedua, di dalam prakteknya sangat sulit
dipisahkan.Sedangkar Organisasi Birokrasi biasanya kepatuhan diartikan sebagai kepatuhan
terhadap prosedur, kepada struktur. Jika demikian halnya, maka semakin tinggi tingkat
kepatuhan kepada struktur dan prosedur yang ditetapkan dari atas akan semakin lancar pula
rutinitas. Pada umumnya di dalam organisasi birokrasi, tingkat kepatuhan terhadap struktur
dan prosedur, demikian juga tingkat kelancaran rutinitas, diukur dari frekwensi
penyimpangan prosedural dan kelambatan. Tentu saja cara seperti ini kurang bermanfaat di
dalam melakukan analisis mengenai manfaat suatu Kkebijakan bagi kelompok

sasaran.Sependapat dengan Ripley dan Franklin tersebut, Sofian Effendi (2001, dalam
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Sitorus, 2002: 28), mengatakan bahwa dalam melihat kinerja kebijakan pemerintah dapat
dipergunakan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan itu, terutama yang
berkaitan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan publik tersebut.

Terdapat berbagai pandangan dari para ahli kebijakan berkaitan dengan model-model
implementasi kebijakan. Para pakar telah mengembangkan berbagai model dalam melakukan
kajian implementasi kebijakan, yang dianggap dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan implementasi. Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997: 62), membagi 2
(dua) kategori penyebab kegagalan suatu kebijakan, yaitu :

1) Tidak terimplementasi (non implementation), mengahdufgarti bahwa suatu
kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Dalam“hal-ini mungkin karena
faktor-faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya‘tidak‘mau bekerjasama atau
mereka bekerja secara tidak efisien, bekerja Setengah hati, atau mereka tidak
sepenuhnya menguasai permasalahan-pérmasatahan, sehingga betapapun

gigihnya usaha mereka, hambatan «ang“ada tidak bias ditanggulangi,
akibatnya implementasi yang efektifSulit'dicapai.

2) Implementasi yang tidak berhaSil, (unsuccessful implementation), biasanya
terjadi bila kebijakan tertentu-telah(lilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi
karena kondisi eksternal tidak¢menguntungkan, maka kebijakan tersebut tifak
berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Masalah implementasi, kebijakdan telah menarik perhatian para pakar ilmu sosial,
khususnya ilmu politik dan‘adrinistrasi Negara, karena dari berbagai pengalaman baik di
Negara maju maupuridi-Negara berkembang menunjukkan bahwa berbagai faktor yang dapat
mempengaruhinya. Faktor yang dapat mempengaruhi mulai dari yang sederhana sampai pada
yang rumit, antara lain berupa sumberdaya manusia sampai pada struktur organisasi dan
hubungan kerja antar organisasi; dari masalah komitmen para pelaksana sampai sistem
pelaporan yang kurang lancar; dari sikap politisi yang kurang setuju sampai faktor lain yang
sifatnya kebetulan.Kenyataan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi program-program /
kebijakan publik, baik dalam arti mendorong keberhasilan maupun menjadi penyebab

berbagai kegagalan atau kurang berhasilnya mencapai apa yang telah dinyatakan semula
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sebagai tujuan kebijakan dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terwujud dan diterima
oleh masyarakat.

Upaya untuk memahami adanya gap atau perbedaan antara apa yang diharapkan
tercapai dengan apa yang sesungguhnya terlaksana atau yang diwujudkan dan diterima oleh
masyarakat serbagai “outcomes’ dari kebijakan, telah menimbulkan kesadaran mengenai
pentingnya studi implementasi.

Ketidakberhasilan implementasi kebijakan yang sering dijumpai disebabkan antara
lain oleh keterbatasan sumberdaya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang
efektif dan atau karena komitmen yang rendah di kalangan pelaksaha. ‘Faktor-faktor politik
atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi
sebuah kebijakan atau program hingga tidak dapat terlaksana-dengan baik.

Dari berbagai pandangan para pakar kebijakanyfampak adanya keragaman faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi suatl ) kebijakan. Sekalipun demikian, terlihat
adanya beberapa variabel yang esensinya,tidak berbeda, meskipun dinyatakan dalam term
yang berbeda, antara lain menurut:

a. Grindle (1980dalam’Sitorus, 2002 : 32), mengidentifikasi dua faktor yang harus

diperhatikarndalamimplementasi suatu kebijakan, yakni :

1) aspek 1si Kebijakan (content of policy), yang terdiri dari :

a) kepentingan yang dipengaruhi;

b) tipe manfaat;

c) derajat perubahan yang diharapkan;
d) letak pengambilan keputusan;

e) pelaksanaan program;

f) sumberdaya yang terlibat;

2) aspek konteks implementasi (context of implementation), yang terdiri dari :

a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
b) karakteristik lembaga dan penguasa;
c) kepatuhan dan daya tanggap.
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Unsur-unsur dari kedua aspek tertebut menurut Grindle diposisikan sebagai faktor

yang mempengaruhi proses implementasi. Isi kebijakan akan sangat menantukan

daya implementasi (implementabilitas) suatu program. Di samping itu isi

kebijakan memiliki pengaruh terhadap lingkungan, baik sosial, politik maupun

sekonomi. Oleh karena itu setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau

lingkungan di mana kebijakan dilaksanakan.

b. Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997: 71 — 78), mengemukakan sejumlah

faktor mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan instansipeiaksana;

Untuk pelaksanaan tersedia waktu dan sumberdaya yang memadai;

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

Kebijakan yang akan diimplementasikan 'didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andal,

Hubungan kausalitas bersifat langsuhg/dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya;

Hubungan saling ketergantungan-arus kecil;

Pemahaman yang mendalanidan kKesepakatan terhadap tujuan;

Tugas-tugas diperinci dariditempatkan dalam urutan yang tepat;

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;

Pihak-pihak yang. ‘mémiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhanyang sempurna.

c. Sabatier dan Mazmanian (1983 : 21 — 48), mengklasifikasikan sejumlah faktor

yang berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan dalam dua jenis variable,

yaitu :

1) Variabel peraturan (kebijakan), yang meliputi :

2)

a) Kejelasan dan konsistensi sasaran;

b) Kepaduan dari teori kausal yang memadai;

c) Sumberdaya keuangan;

d) Integrasi hierarkis dengan dan antara lembaga pelaksana;
e) Peraturan keputusan dari agen pelaksana;

f) Rekruitmen dari pejabat pelaksana;

g) Akses formal keluar;

Variabel non peraturan (non kebijakan), yang meliputi :

a) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi;
b) Perhatian media terhadap masalah;
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c) Dukungan publik;

d) Sikap dan sumberdaya kelompok sasaran utama;
e) Dukungan kewenangan;

f) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

d. George C. Edwards Il melakukan pendekatan studi implementasi kebijakan
dengan “Implementation Problems Approach”. Dengan latar belakang pendapat
para pakar, Edwards 111 (1980 : 9 - 10), mencoba melakukan pendekatan dengan
mengajukan dua premis yang penting, yaitu :

(1) “What are the precondition to successful policy implementation” (ha-
hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi implementasi kebijakan
yang berhasil).

(2) “What are the primary obstacles to successtul policy” (apa saja yang
merupakan penghambat utama bagi berhasilnya kebijakan).

Dari pertanyaan tersebut Edwards 111 ingin mengetahui prakondisi apakah yang
diperlukan bagi suksesnya implementasizkebijakan. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut Edwards [l mengidentifikasikan dan mengemukakan bahwa
Implementasi mempunyai 4 {eémpat) faktor atau variabel yang merupakan syarat-
syarat terpenting gund_ _berhasilnya proses implementasi, seperti yang
dikemukakan oleli"&dwards 111 (1980 : 9-10), bahwa :
“Four, “erifical factors or variables in implementing public policy :
communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic
structure”.
Empat variabel yang dianggap oleh Edwards sebagai critical independent variable
yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi
kebijakan, yakni :
1) komunikasi (communication);
2) sumberdaya (resources);

3) watak / sikap (dispositions/ attitudes); dan
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4) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

B. KERANGKA BERPIKIR

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Kebijakan publik mengandung pengertian
“kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik, dan berlaku untuk publik”, maka
dapat diasumsikan bahwa idealnya kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga
dapat memberikan hasil-hasil (outcomes), keluaran (output) dan memiliki dampak (impact)
yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pada prakteknya,
implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh satu atau beberapa.faktor, baik faktor

pendukung maupun faktor penghambat keberhasilan.

1. Faktor yang mempengaruhi implementas kebijakan Rrogram Bantuan RS-RTLH
di Kabupaten Bintan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penétitian sebagaimana disebutkan pada
bab sebelumnya, serta berdasarkan kajian heberapa teoriimplementasi kebijakan publik di
atas, maka kerangka berpikir dalam pegelitian “Implementasi Kebijakan - Program Bantuan
RS-RTLH di Kabupaten Bintan~Preginsi Kepulauan Riau” ini adalah dapat dipandang /
diambil hipotesis bahwa implémentasi kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme pedaman pelaksanaan program, dan dapat memperoleh keberhasilan.
Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses
implementasi program tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan program
tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi program. Demikian pula, jika
ada hambatan yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut, faktor-
faktor apa saja yang menjadi hambatantersebut.

Berangkat dari pemahaman teoritis, dengan pendekatan konsep dari George C.
Edwards Il1,penulis mengadopsi beberapa variabel yang dikembangkan oleh ahli tersebut dan

disesuaikan dengan jenis, isi dan lingkungan kebijakan yang dikaji, maka yang diduga
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mempengaruhi implementasi kebijakan Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan —
Propinsi Kepulauan Riau, antara lain :

1) komunikasi (communication);

2) ketersediaan sumberdaya (resources);

3) Sikap dan perilaku (dispositions or attitudes); dan

4) koordinasi (coordination).

Untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan persepsi tentang pengertian dari
faktorl-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, maka masing-masing faktor tersebut perlu
didefinisikan secara konsepsional, sebagai berikut :

a. Komunikasi (communication).

Syarat pertama bagi efektivitas implementasi Kebtjakan adalah bahwa pelaksana
kebijakan mengetahui apa yang harus mereka hasilkar;“dan suatu program hanya dapat
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi-para pelaksana. Keputusan-keputusan dan
pelaksanaan kebijakan harus ditata dari ditransmisikan kepada personil yang tepat. Untuk
keperluan itu maka komunikasi merupakan aspek yang sangat penting.

Komunikasi pada hakekatnya merupakan proses penyampaian pesan (massage) dari
komunikator kepada kemunikan (audience). Dalam konteks kebijakan berarti komunikasi
merupakan proses,penyampaian pesan dari perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
Pesan yang disampaikan dalam jaringan komunikasi yang terganggu dapat menimbulkan
pengarahan yang kontradiktif, membingungkan dan tidak konsisten dalam instruksi dan tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hubungan ini Van Meter dan Van Horn (1975
dalam Sitorus, 2002 : 35), mengatakan bahwa pada dasarnya permasalahannya adalah
penyampaian standar dan sasaran yang hendak dicapai kepada para pelaksana apakah sudah

jelas, akurat, konsisten dan dengan waktu yang jelas. Komunikasi yang baik juga ditandali
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dengan adanya kemungkinan para pelaksana untuk menterjemahkan kebijakan yang umum ke
dalam bentuk yang dapat segera dilakukan dengan praktis.

Dalam hubungannya dengan Program Batuan RS-RTLH maka pesan yang harus
disampaikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat khususnya penerima / sasaran
program harus jelas dan akurat. Pesan tersebut berupa sasaran dan tujuan yang ingin dicapai
melalui program tersebut. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi mutlak dilakukan oleh aparat,
baik pada level desa / kelurahan dan kecamatan, pendamping sosial, maupun Dinas Sosial
selaku pengelola program ketika Program Bantuan RS-RTLH akan diimplementasikan. Pesan
yang disampaikan harus jelas, akurat dan konsisten agar warga miasyarakat penerima
(sasaran) program dapat melaksanakan dengan baik. Penyampalan persan tersebut juga harus
diimbangi dengan intensitas pertemuan antara tenaga péndamping sosial dengan pengelola
dan warga masyarakat. Hal ini dilakukan agar apa#ang‘diinginkan seperti pencapaian tujuan
program dapat tercapai.

Faktor komunikasi didefinisikar’ Sebagdi suatu proses penyampaian informasi, baik
antara kelompok sasaran dengan tenaga pengelola program serta dengan pendamping sosial,
maupun intra kelompok sasaran dan intra para pelaksana, baik yang menyangkut substansi

kebijakan Program Barituan RS-RTLH maupun prosedural atau proses pelaksanaan program.

b. Ketersediaan stmbierdaya (resosurces).

Dalam proses perumusan kebijakan sebagian dari keputusan yang diambil adalah
menetapkan siapa atau lembaga mana yang akan dibebani sebagai implementator dari
kebijakan tersebut. Karena itu agar implementasi dapat berjalan efektif, maka implementator
itu harus mempunyai kemampuan yang cukup dan didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Yang dimaksud dengan resources di sini adalah tingkat daya dukung sumberdaya yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Program RS-RTLH di Kabupaten

Bintan.
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Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan jelas serta konsisten, ketika
diimplementasikan belum tentu akan memberikan hasil yang baik. Walaupun kebijakan
tersebut diimpelementasikan dengan baik dan akurat sesuai dengan yang ditransmisikan atau
dipesankan, apabila personil tidak memiliki sumberdaya, maka implementasi tersebut tidak
akan efektif. Dengan demikian, aspek sumberdaya merupakan aspek penting lainnya dalam
implementasi kebijakan.

George C. Edward Il (1980, dalam Sitorus, 2002 : 37), mengatakan bahwa
sumberdaya yang penting itu termasuk staff (SDM), dan jumlah serta keahliannya yang
sesuai, informasi dan kejelasan otoritas yang menjamin pelaksanaan ‘kebijakan. Staf atau
personil merupakan sumberdaya yang paling esensial dalam Jmplementasi kebijakan.
Kegagalan dalam implementasi kebijakan, banyak disebabkai”oleh personil yang kurang
memuaskan atau kurang handal. Jumlah personil/yangvbanyak tidak menjamin suksesnya
suatu implementasi kebijakan, walaupun jumlak-personil juga menentukan. Dengan demikian
bahwa jumlah personil harus dimbangi”dengan ketrampilan atau keahlian. Oleh karena itu
dalam implementasi program, selain pembinaan dan pengawasan juga diperlukan sumberdaya
yang memadai, apalagi sasdarari program adalah warga masyarakat perdesaan yang secara
umum kondisi ekonomii, maupun pendidikannya relatif rendah, sehingga perlu dilaksanakan
penyuluhan dan bimbingan.

Menurut Van Meter dan Van Horn salah satu variabel yang berpengaruh terhadap
implementasi program adalah dukungan elit (dalam Sitorus, 2002 : 38). Dalam arti yang
umum, elit itu menunjuk sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan
tinggi. Kedudukan tinggi itu misalnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat militer,
politik, agama dan sebagainya (Schoorl, 1982 dalam Natalina, 2002 : 38). Sumberdaya, oleh
karenanyakelompok elit tersebut dapat dipahami sebagai kelompok penguasa atau pejabat

lokal tokoh masyarakat, sehingga dukungan elit tersebut dapat dipandang sebagai salah satu
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variabelyang relevan dan berpengaruh terhadap implementasi program. Jika pejabat setempat
memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Program Bantuan RS-RTLH maka mereka
dengan segala wewenang yang dimiliki dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi
keberhasilan implementasinya. Sebaliknya, jika pejabat setempat tidak sepenuhnya
mendukung program, maka mereka tidak akan peduli bahkan dapat saja secara tidak langsung
menghambat implementasi. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa masyarakat perdesaan
pada umumnya masih bersifat paternalistik, sehingga perilaku mereka masih sangat
dipengaruhi oleh tokoh masyarakatnya. Jika tokoh masyarakat mendukung dan berpartisipasi
aktif dalam implementasi program, maka upaya untuk meningkatkan pdrtisipasi aktif warga
masyarakat akan mudah dilaksanakan. Dengan adanya partisipasi aktif dari sebagian warga
masyarakat, maka tentu dapat menunjang keberhasilan implemenyasi program.

Selanjutnya, sumberdaya otoritas yang meléksangkan program sangat penting dalam
menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Sedangkan sumberdaya lain yang
sangat penting bagi pelaksanaan progrdamadalah berupa kecukupan dana operasional yang
akan mernggerakkan roda kegiatanrya, Sarana dan prasarana lain seperti material bahan
bangunan, peralatan, transpaftasi dan akses jalan / perhubungan.

c. Sikap dan perilaku {dispositions or attitudes).

Sikap darnperilaku pelaksana program sangat berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik tidak hanya menyangkut apa
yang harus dikerjakan dan mempunyai kemampuan untuk itu, akan tetapi para pelaksana itu
juga harus mempunyai keinginan-keinginan atau watak / sikap yang positif untuk
melakukannya. faktor ini penting bukan hanya karena para pelaksana dituntut untuk
melaksanakan kegiatan, akan tetapi juga dituntut kemampuan dan motivasinya. Sebaliknya
ketika watak dan sikap pelaksana berbeda dengan apa yang telah diputuskan, maka proses

implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks dan dapat menimbulkan masalah, terlebih-
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lebih jika pelaksana menetapkan diskresi (kebijakan menyimpang) untuk suatu hal tertentu.
Oleh karena pada umumnya para pelaksana memiliki diskresi, maka berhasil tidaknya suatu
proses implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh watak dan sikap mereka (George
C.Edward, 1980 dalam Sitorus, 2002 : 40).

Banyak kebijakan yang gagal ketika pada tahap implementasi dikarenakan para
pelaksana tidak memiliki emosi atau kepedulian yang kuat tentang kebijakan tersebut.
Disamping itu, para pelaksana biasanya bukan hanya dipengaruhi oleh atasannya saja,
melainkan juga oleh karena di luar birokrasi. Oleh karena itu penafsiran subyektif dari para
pelaksana bisa terjadi, karena disamping tuntutan kliennya, dia jugal mungkin memiliki
kepentingan pribadi. Untuk itu, pembinaan terhadap pelaksana.dirasakan sangat penting agar
pengabdian mereka terhadap program dalam pelaksanaannyea-lebih diarahkan pada keinginan
masyarakat. Demikian pula dengan Program Bantuah RS“RTLH ini, perhatian terhadap aspek
watak atau sikap pelaksana menjadi bagian pénting dalam implementasi kebijakan. Para
aparat pemerintah, baik pada level desa maupun kecamatan, tenaga pengelola, tenaga
pendamping sosial dan warga masyarakat‘adalah mereka yang secara langsung berperan bagi
berhasil tidaknya implementasi” program. Watak atau sikap mental yang positif dalam arti
peduli dan berusaha untuksmendukung keberhasilan program sangat diharapkan. Sikap apatis
terhadap progranty,intensitas pendampingan yang kurang dari pendamping sosial dan adanya
sikap tidak mau tahu dari warga masyarakat, ketidaksungguhan untuk berpartisipasi
menunjukkan watak atau sikap negatif.

Watak atau sikap di sini didefinisikan sebagai pandangan dan tingkah laku yang
ditunjukkan oleh tenaga pengelola dan tenaga pendamping sosial, juga warga masyarakat

terhadap Program Bantuan RS-RTLH.
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d. struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah bagaimana struktur organisasi
pelaksana dalam implementasi kebijakan. Edward 11l (1980, dalam Sitorus, 2002 : 41),
menegaskan bahwa dua Kkarakteristik yang menonjol (prominent) dari birokrasi
adalahfragmentasi organisasi dan prosedur kerja. Fragmentasi organisasi (pemecah-mecahan
unsur organisasi / terpisah-pisah) berkaitan erat dengan masalah koordinasi. Artinya birokrasi
yang terdiri dari berbagai unit organisasi atau terdiri dari berbagai unit instansi perlu adanya
koordinasi yang baik agar unit-unit organisasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya secara efektif. Dengan kata lain, organisasi yang terkoordinir
secara baik (koordinatif) akan dapat mengemban tugasnya, Secara” efektif dibandingkan
dengan organisasi yang terpencar-pencar dan tidak terk@ordini. Mengingat begitu luasnya
cakupan struktur birokrasi pelaksana, maka penefitiarivini hanya akan difokuskan kepada
koordinasi. Karena fragmentasi yang sering-terdapat di dalam organisasi dapat diatasi
dengan cara sistim koordinasi yang baik:

Koordinasi adalah proses-dan_kegiatan untuk membuat pelaksanaan suatu kegiatan
yang melibatkan banyak pihak-Oapat bergeraak dalam suatu kebulatan gerak dan sistematis,
sehingga tercipta sinerginsecara optimal, baik menyangkut antar elemen yang terlibat,
pengaturan waktuydan juga keterurutan antar kegiatan (George C.Edward 111, 1980 : 9 — 14).

Fungsi koordinasi dalam implementasi Program Bantuan RS-RTLH sangat mutlak
diperlukan, karena koordinasi menurut Terry (1976, dalam Sitorus, 2002 : 42), bahwa :

koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan

jumlah, waktu dan pengarahan pelaksanaan secara tepat yang menghasilkan
keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian jelas bahwa implementasi Program Bantuan RS-RTLH memerlukan
koordinasi yang solid agar diperoleh keselarasan / hubungan kerjasama yang harmonis di

antara mereka (institusi) yang terlibat. Tanpa adanya koordinasi yang solid tidak mustahil
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mereka yang terlibat dalam proses implementasi program akan melakukan aktivitas yang
hanya sesuai dengan kepentingan masing-masing sehingga menghambat keberhasilan
implementasi program secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, jika ada koordinasi yang
baik dui antara aktor yang terlibat dalam proses implementasi program akan tercipta
hubungan kerjasama yang selaras / harmonis. Dengan adanya hubungan kerjasama yang
harmonis di antara pengelola, antara pengelola dengan pendamping dan dengan warga
masyarakat sasaran program, maka implementasi program akan dapat berlangsung secara
lancar. Begitu pula rasa tanggungjawab para pelaksana program merupakan faktor yang lain
yang juga perlu mendapat perhatian. Sebagaimana diketahui bahwa ‘Setiap pejabat yang
diserahi tugas mempunyai tanggungjawab agar tugasnya ity ‘duilaksanakan dengan baik.
Tanggungjawab adalah keharusan pada seseorang pejabat. untuk melaksanakan secara
selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankanskepadanya (Sutarto, 1993 dalam Sitorus,
2002 : 43). Oleh karena itu apabila semua orang yarg terlibat dalam implementasi Program
Bantuan RS-RTLH memiliki rasa  tanggungjawab yang tinggi maka mereka akan
melaksanakan tugas yang diembanfya secara serius, bahkan mereka akan mengerahkan
segala kemampuan yang dimilikinya demi keberhasilan tugasnya.

Dapat disederhanakan“bahwa dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti
pengaruhnya dalam impitementasi kebijakan Program RS-RTLH di Kabupaten Bintan terdiri
dari faktor : (1) komunikasi, (2) ketersediaan sumberdaya, (3) sikap dan perilaku, dan (4)
koordinasi. Sehingga berdasarkan skematis William dan Elmore (Sunggono, 1994 : 129)
proses implementasi kebijakan Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan dapat

digambarkan sebagaimana padagambar berikut.
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Gambar 2.2. Skema Proses Implementasis<ebijakan
Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan

2. Konsep Pendekatan dalam Penelitian

Berdasarkan pendekatan konsep daii~&&0rge C. Edwards 111 (1980 : 9-10),penulis
mengadopsi beberapa variabel dalam perumusan faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan Program, Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan, dan berdasarkan
pendekatan konsep menurut, Sefian Effendi (2001, dalam Sitorus, 2002: 45), bahwa yang
menjadi ukuran kebéthasilan dalam implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan atau
policy outcomes, miaka dalam penelitian ini yang diteliti terdiri dari : keberhasilan
implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan; dan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan.

a. Kinerjaimplementas Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan

Menurut Sofian Effendi,dalam studi kebijakan, kinerja kebijakan biasa disebut juga
sebagai hasil kebijakan, terpilah atas policy output dan policy impact. Jadi dalam penelitian
ini akan dicari deskripsi ukuran kinerja kebijakan Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten

Bintan.
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1) policy output
Dalam penelitian ini policy outputmenggunakan tolok ukur realisasi konkrit kegiatan

pembangunan fisik rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di wilayah
pemukiman kelompok sasaran penerima program, dengan penggunaan dana Yyang
dianggarkan, dan waktu pelaksanaan yang dijadwalkan sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam program. Dengan tolok ukur realisasi konkrit fisik dari kegiatan program tersebut akan
didapatkan indikator keberhasilan implementasi program,berupaindikator :

a) Tepat waktu (Time matching);

b) Tepat guna (Usefulness); dan

c) Tepat sasaran (Target group).

2) policy impact
Dalam penelitian ini policy impactdinilai déngan tolok ukur :

a) Sejauh mana dampak «Proagram Bantuan RS-RTLH sesuai Yyang
dimaksudkan dari pregram; yaitu untuk menggugah partisipasi masyarakat
untuk memperbaiki-Kondisi rumah secara menyeluruh maupun peremajaan
sehingga tercipid kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal; dan

b) Sejauh, “mana Program Bantuan RS-RTLH dengan Pemberdayaan
Masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan dari program, yaitu untuk
peningkatan / penguatan kembali kesejahteraan warga masyarakat
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan menempati rumah

layak huni.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementas Program Bantuan RS RTLH
Dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan di atas, maka pendekatan faktor-faktor
yang diasumsikan berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan meliputi :

1) Komunikasi (communication);
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2) Ketersediaan sumberdaya (resources);
3) Sikap dan perilaku (dispositions or attitudes); dan

4) Koordinasi (coordination).

Selanjutnya dengan skema proses Implementasi Kebijakan Program Bantuan RS-
RTLH di Kabupaten Bintan, sebagaimana pada gambar 2.2 di atas, yang berdasarkan
skematis konsep William dan Elmore (Sunggono, 1994 : 129), kerangka berpikir dalam

penelitian ini dapat disederhanakan dan digambarkan dengan bagan berikut :

Faktor Faktor Eaktor
sumberdaya sikap & perilaku kdordinasi

Faktor
komunikasi

Pelaksanaan / proses implementasi Kebijakan -
Program BantuanRS-RF:H
di Kabupaten Bintan

v

Policy outcomestart Implementasi Kebijakan -
Program Bantuan RS-RTLH
di Kabupaten Bintan

Gambar2:3. Bagan Kerangka Pemikiran (Frame work)
Penelitian Implementasi Kebijakan -
Program Bantuan RS-RTLHdi Kabupaten Bintan.

Keterkaitan antar faktor tersebut dapat ditinjau bahwa masing-masing memiliki poin
penting untuk dikaji lebih lanjut. Indikator kinerja implementasi Program (kinerja program
segera / policy effect), seperti : Tepat waktu (Time matching), Tepat Guna (Usefulness), dan
Tepat sasaran (Target Group), serta indikator kesuksesan Program (jangka panjang / policy
impact), seperti : adanya peningkatan partisipasi warga dan rasa kemasyarakatan (sense of
community), peningkatan keberdayaan/kemampuan, kemandirian masyarakat dan penurunan

jumlah warga miskin; yang dapat dikorelasikan secara bersamaan membentuk sebuah
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hipotesis penelitian yang bertujuan menilai sejauh mana keberhasilan implementasi Program
Pemberian Bantuan RS-RTLH dalam dua identitas, yaitu : implementasi Program Pemberian
Bantuan RS-RTLH tersebut sebagai kebijakan publik yang berpengaruh secara positif dalam
upaya penurunan jumlah warga miskin di Kabupaten Bintan — Propinsi Kepulaun Riau, dan
implementasi Program Pemberdayaan tersebut sebagai kegiatan yang implementatif sesuai

dengan pertanyaan penelitian sebagaimana diungkapkan pada bab sebelumnya.

C. DEFINISI OPERASIONAL

Sebagaimana disebutkan pada perumusan masalah dalam babgpendahuluan, bahwa
penelitian bermaksud melakukan analisis dengan fokus untuk mniencarijawaban bagaimana
sesungguhnya gambaran (deskripsi) secara kualitatif terhiadap “Implementasi Kebijakan
Program Pemberian Bantuan RS-RTLH di Kabupaten ‘Bintan”.Oleh karena itu, maka
pembatasan dalam penelitian ini merupakan penelitian-deskriptif kualitatif. Sehingga untuk
mendapatkan kesamaan pemahaman dan \persepsi tentang deskripsi bagaimana secara
kualitatif (yakni apakah tidak baik&urang baik, cukup baik; ataupun sangat baik) proses
pelaksanaan dalam implementasifProgram Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan, kinerja
implementasi program, dan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
program, maka masing-masing indikator dari pelaksanaan implementasi, indikator kinerja
implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi program tersebut perlu

didefinisikan secara operasional, sebagai berikut :

1. Kinerja implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan, terdiri dari: hasil
jangka pendek / segera (policy effect); dan kinerja jangka panjang (policy impact).

a. Kinerja implementasi Program Bantuan RS-RTLH jangka pendek / segera (policy

effect) : diukur dari bagaimana / seberapa tingkat realisasi konkrit (yakni apakah tidak

teralisasi; realisasi dibawah setengah; realisasi lebih dari setengah; ataupun realisasi

seluruhnya) dari kegiatan pembangunan fisik rehabilitasi rumah tidak layak huni

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40946

menjadi rumah layak huni di wilayah pemukiman kelompok sasaran penerima
program, dengan indikator :
1) Tepat waktu (Time matching);
2) Tepat guna (Usefulness); dan
3) Tepat sasaran (Target group).
b. Kinerja implementasi Program Bantuan RS-RTLH jangka panjang(policy impact) :

1) Diukur sejauh mana dampak Program Bantuan RS — RTLH sesuai yang
dimaksudkan dari program, yaitu untuk menggugah partisipasi masyarakat untuk
memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh maupunperemajaan sehingga
tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggakdengan indikasi ada /
tidaknya peningkatan sikap partisipasi warga,., ‘kepedulian sesama warga
masyarakat / rasa kemasyarakatan (sense of .community) dalam membangun &
meningkatkan kesejahteraan bersama dengédn/mengupayakan pemukiman / tempat

tinggal yang layak huni.

2) Diukur sejauh mana Program..Baniyan RS-RTLH dengan Pemberdayaan
Masyarakat tersebut sesuai_dengan-tujuan dari program, yaitu untuk penguatan
kembali kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan beciimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi; dengan
indikasi ada / tidékmya Peningkatan keberdayaan / kemandirian masyarakat,
peluang kerja & peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah warga miskin &
peningkatarnkesejahteraan masyarakat.

Pendekatan penilaian kinerjakebijakan program (policy impact) masing-masing
tersebut dengan indikator :

a) seberapa partisipatifnya masyarakat terhadap sosialisasi dan menerima

pemahaman program; sikap toleransi berembug dalam kelompok sasaran

untuk bantu membantu dalam kegiatan program; sikap menerima program,

memandang seberapa pentingnya program dan menginginkan kelanjutan
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program; serta sikap memberi masukan terhadap tingkat kerumitan
pengurusan bantuan dari program.

seberapa pentingnya program dinilai membantu peningkatan kesejahteraan;
seberapa puas masyarakat merasa diberdayakan pemerintah yang melayani
kebutuhan hidup layak dengan merasakan tingkat peranan pengelola program
dan pendamping sosial sebagai kepanjangan tangan / wakil pemerintah;
seberapa pengaruh kegiatan program menciptakan peluang pengadaan bahan /
meterial dan tenaga pengerjaan bangunan; seberapa puas masyarakat merasa
dibantu ditingkatkan kesejahteraannya dari kemiskinah sebetumnya tinggal di
rumabh tidak layak huni, sehingga kemiskinan dapat berkurang dengan adanya

Program Bantuan RS-RTLH.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implemefitasivProgram Bantuan RS-RTLH di
Kabupaten Bintan :

a. komunikas : diukur adanya pengarul~/ peranan komunikasi dalam implementasi

program, dengan indikator :

1)

2)

3)

4)

ada pengetahuan jmagyarakat tentang Program Bantuan RS-RTLH  karena

program di-komuhnikasi-kan melalui sosialisasi program dan diterima masyarakat.

Proses darnintensitas sosialisasi program; seberapa sering dilakukan & masyarakat

menghadiri kegiatan sosialisasi program RS-RTLH.

Efektivitas sosialisasi; seberapa efektifnya sosialisasi yang diterima masyarakat

sehingga kejelasan isi / materi sosialisasi bisa dimengerti.

Pentingnya peng-komunikasi-an program dengan sosialisasi; seberapa perlu

masyarakat membutuhkan sosialisasi.
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b. ketersediaan sumberdaya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kuantitas / jumlah sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan pendamping sosial
program RS-RTLH; seberapa banyak yang terlibat dalam implementasi program
dengan cakupan jumlah fisik dan luas wilayah kerja.

Kualitas SDM; Tingkat pendidikan tenaga pengelola/pelaksana dan tenaga
pendamping sosial;

Kualitas Sumberdaya manusia (SDM) pelaksana program; dinilai tingkat
pemahaman / penguasaan materi program, dan pengaruhnya terhadap
implementasi.

Efektivitas kerja SDM pengelola program; seberapa.efektif-dirasakan masyarakat.
Peran SDM pengelola program dan pendémping” sosial; seberapa berperan
masing-masing dalam pelaksanaan implémeritdsi program.

Kemampuan kerja SDM pendamping Sosial, seberapa efektif kerja pendamping
sosial dirasakan masyarakat,

Kualitas kinerja pendamping sosial; seberapa baik kinerjanya yang dirasakan
masyarakat.

Kemampuarpembinaan oleh SDM pengelola program; seberapa intensif / sering
dilakukan pembinaan.

Pengawasan yang dilakukan SDM pengelola program; seberapa intensif /

seringnya pengawasan dilakukan.

10) Monitoring oleh SDM pengelola program; seberapa intensif / seringnya

monitoring dilakukan.

11) Pemahaman SDM pengelola terhadap program; seberapa baik pemahamannya

sebagai bekal dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

12) Sumberdaya finansial; seberapa Kecukupan dana / anggaran operasional program.
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13) Sumberdaya alam kondisi geografis daerah; seberapa besar dukungan ataupun
hambatan sumberdaya alam terhadap implementasi program RS-RTLH.

14) Sumberdaya sarana dan prasarana; seberapa besar dukungan / hambatan
ketersediaan material / bahan bangunan, kemudahan sarana
perhubungan/transportasi.

15) Sumberdaya potensi ekonomi masyarakat; mata pencaharian dan kondisi
kemiskinan warga masyarakat yang ada.

16) Sumberdaya potensi sosial; seberapa besar dukungan sikap gotong royong
masyarakat, saling membantu dan berpartisipasi.

17) Kualitas SDM warga masyarakat; tingkat pendididikan’warga masyarakat Skill
atau kemampuan warga masyarakat kelompok<sasaran;

c. sSkap dan perilaku :

1) Persepsi aparat pelaksana dan pendamping sosial tentang program bantuan RS-
RTLH;bagaimana tingkat pemahaman terhadap program untuk pembekalan dan
seberapa sering melakukan -sosialisasi untuk memberi pengetahuan kepada
masyarakat sebagaidentuk komitmen melaksanakan program.

2) Tanggungjawal, aparat pelaksana program dan pendamping sosial; seberapa baik
sikapriya daldm memberikan pelayanan kepada masyarakat; juga dapat dilihat
seberapa berpengaruhnya terhadap implementasi program oleh sebab
kesungguhannya dalam memiliki pemahaman program; seberapa intensifnya kerja
pelaksana dan pendamping sosial; seberapa seringnya intensitas pembinaan dan
pengawasan serta monitoring; serta seberapa bersungguh-sungguhnya dalam
pelaksanaan program.

3) Persepsi warga masyarakat kelompok sasaran tentang kemiskinan atau

keterbelakangan yang menimpa dirinya;seberapa pasrah atau seberapa besar
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harapan terhadap perhatian dan bantuan dari pemerintah dengan menilai seberapa
pentingnya program.

4) Inisiatif dan motivasi masyarakat untuk memperbaiki rumah;seberapa tergugah
mencari tahu adanya Program Bantuan RS-RTLH dengan menghadiri sosialisasi;
bersedia melakukan komunikasi, koordinasi dan menerima pembinaan; bersedia
mengajukan / mengurus permohonan bantuan.

5) Saling percaya antar pengelola dan kepercayaan kelompok sasaran terhadap
pengelola; seberapa saling percaya dan berbagi tugas komunikasi dan koordinasi
yang baik; kepercayaan kelompok sasaran kepada pengeldla”program dinilai
seberapa baiknya pelayanan, dan seberapa berpengaruhnya’peranan kemampuan /
kepahaman pengelola program dan pendamfping-Sosial terhadap implementasi
program.

d. koordinas :

1) Intensitas dan kelengkapan, anggota kelompok sasaran dalam pertemuan intern;
seberapa sering koordinasi dilakukan dalam pertemuan intern.

2) Intensitas dan kelerigkapan antar kelompok sasaran dalam pertemuan ekstern;
seberapa sering.komunikasi / koordinasi antar kelompok oleh pendamping sosial /
pelaksana program.

3) Keteraturan atau keturutan pelaksanaan kegiatan; seberapa teratur / berurutan
dalam tahapan pelaksanaan kegiatan program.

4) Kejelasan pembagian tugas; seberapa jelas dalam menjalankan fungsi masing-

masing personil pelaksana dan pendamping sosial.
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BAB III
METODOLOGIPENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya apa yang menjadi latar belakang
permasalahan, rumusan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian; serta
kerangka teori yang mencakup variabel (faktor-faktoryang mempengaruhi implementasi
Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan) dalam penelitian ini, indikator dan
pengukuran faktor-faktor, dan pertanyaan/hipotesis, maka dapat disusun desain penelitian
yang merupakan rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukafini dan juga merupakan
cetak biru (blue print) dalam penelitian ini. Diagrami berikut merupakan hubungan
komponen-komponen desain penelitian (research design), yaitu permasalahan penelitian,

kerangka teoritik, dan metodologi penelitian,

Permasaiahan penelitian :

1) Jcatar.belakang permasalahan
2) Rumusan/pokok permasalahan
3) Tuwjuan penelitian

4)Manfaat penelitian

Kerangka teori :

1) Pengertian variabel / faktor-faktor yang diteliti

2) Pola hubungan antar variabel / faktor-faktor yang diteliti
3) Indikator & pengukuran variabel / faktor-faktor

4) Pertanyaan penelitian / hipotesis

J L

Metodologi penelitian :

1) Metode penelitian

2) Populasi/sampel

3) Instrumen dan teknik pengumpulan data
5) Analisis data

Gambar 3.1. Desain penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40946

B. LOKASI PENELITIAN

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah dan perumusan masalah pada
Bab | (Pendahuluan), bahwa implementasi Kebijakan penanggulangan / pengentasan
kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan RS-RTLH yang
dijadikan fokus dalam penelitian ini adalahimplementasi kebijakan yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Bintan. Implementasi kebijakan Pemerintah tersebut dilatar-belakangi
kondisi masih adanya kemiskinan, yang ditandai dengan rumah-rumah warga masyarakat
miskin yang tidak layak hunidan permukiman kumuh khususnya di perdesaan dan kawasan
pesisir pantai di wilayah Kabupaten Bintan. Oleh karena itu maka lokasi dilakukannya
penelitian iniadalah di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepuluan Riau.

Kabupaten Bintan pada tahun 2010 menurut data“dari BPS (Oktober 2011), luas
wilayahnya mencapai 88.038,54 km? dan jumléh, pefiduduknya: 142.300 jiwa, dengan
kepadatan penduduk rata-rata 73 jiwa per km?.“Wilayah Kabupaten Bintan berupa kepulauan
yang sebagian besar adalah kelautan, danvdaratannya terdiri dari 240 buah pulau besar dan

kecil.

C. METODE PENELI|TFLAN

Dalam penelitian ini, yakni tentang Implementasi Kebijakan - Program Bantuan
Rehabilitasi Sosial < Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan, pada
dasarnya akan melakukan analisis / kajian terhadap implementasi suatu kebijakan publik
dalam ruang lingkup administrasi publik. Penelitian ini bermaksud untukmendeskripsikan
atau memberikan gambaran, yaitu tentang bagaimana proses / terlaksananya implementasi
kebijakan publik tersebut seperti apa adanya. Dalam hal ini, bagaimana sesungguhnya
gambaran terlaksananya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Program

Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan secara kualitatif (baik / tidaknya dalam
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implementasi); dan apa saja sesungguhnya (apa esensi) faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi program.

Berdasarkan konsep Mooney (Denzim, 1998 dalam Hamdan, 2003 : 28), yang
menjelaskan gambaran studi kasus dengan tiga jenis metode pengkajian, yaitu : exploratif
(yaitu mengadakan penjajagan fenomena yang diteliti); descriptive (yaitu menggambarkan
secara deskriptif fenomena yang diteliti); dan explanative (yaitu menjelaskan fenomena yang
diteliti yang berusaha menggambarkan lebih mendalam tentang obyek penelitian).Oleh
karena penelitian ini akan bersifat memberikan gambaran secara deskriptif tentang
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuah Rehabilitasi Sosial —
Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan,maka penelitian ini merupakan
penelitian dengan metode deskriptif.

Selanjutnya, berdasarkan konsep tentang“cirivipenelitian kualitatif sebagaimana
disebutkan oleh Irawan (2006 : 1.21), yang mérangkum dari beberapa sumber (Creswell,
1994; Denzim & Lincoln, 1994; Guba & Lincoln, 1994; Mostyn, 1985; Tashakkori & Teddie,
1998; dan Bogdan & Bikken,1982), hahwa beberapa ciri penelitian kualitatif yaitu :

1) mengkonstrukSisealitas makna sosial budaya;

2) tertarik pada interaksipertistiwa dan proses;

3) vaniabel-variabel sangat kompleks dan sulit diukur;
4) kontekstual;

5) keterlibatan peneliti sangat penting;

6) latar belakang alami (natural);

7) sampel purposif;

8) analisis induktif;

9) menggunakan “makna” di balik realitas; dan

10) tertarik pada “why” daripada “what”.
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Bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum
terhadap pernyataan orang dan perilaku yang diamati untuk diarahkan pada latar belakang
dan individu secara holistik dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang berupa pemahaman
umum mengenai kenyataan—kenyataan tersebut. Mengacu kepada konsep ciri-ciri tersebut,
maka penelitian ini merupakan Penelitian bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini
memenuhi unsur-unsur beberapa ciri penelitian kualitatif.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, bahwa penelitian bersifat kualitatif, dan metode
penelitian deskriptif, oleh karena sifat dan metode dalam penelitian ini, maka sebagaimana
juga telah disebutkan pada pembatasan fokus penelitian dalam permusanimasalah dan definisi

operasional, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

D. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, maka sesungguhnya tentang
populasi/sampel tidak perlu dijelaskan di dalam” desain penelitian ini. Namun demikian,
dalam penelitian ini memerlukan sampel~purposif (purposive) walaupun tidak bersifat
mewakili (representative) populasi,“tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mungkin
mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang diwakilinya.
Oleh karena itu temuan dalam sampel tidak untuk digeneralisasikan ke dalam populasi. Yang
lebih penting dalam.penelitian ini adalah responden/informan sebagai subyek penelitian /
sumber data.

Subyek penelitian adalah beberapa warga masyarakat atau Rumah Tangga sebagai
sampel purposive/ dipilih secara sengaja, yang dianggap/diduga mengetahui fenomena /
indikasi impelementasi program. Dalam hal ini sebagai responden adalah warga masyarakat
yang telah menerima (sebagai sasaran) Program Bantuan RS-RTLH di wilayah Kabupaten
Bintan sampai dengan tahun 2011. Selain sasaran penerima bantuan, maka yang dijadikan

sebagai sampel purposive / subyek penelitian adalah informan (key informant) antara lain
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personil petugas / aparat pemerintah dari unsur pelaksana program (implementator) seperti
Dinas sosial dan Dinas/Instansi terkait, Pendamping Sosial ataupun masyarakat diluar
penerima sasaran program yang banyak mengetahui tentang adanya Program Bantuan

Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) serta proses pelaksanaannya.

E. JENISDAN SUMBER DATA, DAN ALAT PENGUMPULAN / MENDAPATKAN
DATA (INSTRUMEN PENELITIAN)

Pada penelitian inidata didapat dari studi kepustakaan dan berbagai pihak sebagai
sampel yang dengan secara sengaja dipilih sesuai keadaan atau purposive, dimana anggota
sampel (informan/responden) adalah yang diperkirakan paling niengetahui obyek yang
diteliti. Diasumsikan mempunyai relevansi dengan topik penélitian-dan dianggap mampu
memberikan data serta informasi tentang implementasi Rrogram Pemberdayaan Masyarakat
melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak LaydK Huni (RS-RTLH) di Kabupaten
Bintan.

Jenis data yang diperlukan dalafin, penelitian ini berupa data primer dan juga data
sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan data
sekunder. Sumber data prifnef digali dari subyek penelitian informan dan responden.
Informan diterminologikan sebagai orang yang memberikan informasi secara lengkap dan
kredibel tentang data‘yang diperlukan dengan jalan wawancara mendalam.Data primer dalam
riset ini adalah opini subyek yang diambil melalui wawancara mendalam untuk menggali
informasi dari informan dan pendapat/tanggapan (jawaban kuesioner) dari masyarakat
responden mengenai bantuan RS-RTLH dan hal-hal yang berpengaruh dalam implementasi
RS-RTLH. Pemilihan informan sebagai sumber informasidan responden ialah melalui cara
purposive sampling. Informan yang terutama dari unsur implementator program dan instansi
terkait,sedangkan responden dari masyarakat sasaran program atau penerima Yyang

mendapatkan bantuan RS-RTLH. Data primer juga didapat dari hasil observasi / pengamatan
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langsung terhadap kondisi rumah-rumah permukiman masyarakat di lapangan dan kondisi
alami daerah di wilayah Kabupaten Bintan.Sementara sumber data sekunder pada penelitian
inidapat diambil dari dokumentasi, artikel serta arsip-arsip atau laporan—laporan mengenai
pelaksanaan RS-RTLH.

Dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, di
dalam data primer dan sekunder tersebut disamping data bersifat kualitatif (data dari hasil
wawancara informan / jawaban responden, hasil observasi, dan data kepustakaan /
dokumentasi), data juga dapat bersifat kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka,
seperti : umur (tahun) dari para informan / responden, jumlah penduduk (jiwa / KK), luas
wilayah (km?), besarnya nilai anggaran (rupiah) untuk ProgranBahttan RS-RTLH, jumlah
rumah tidak layah huni (unit), dan lain-lain yang semuanya itu.Untuk mendukung analisis dan
penyajian hasil penelitian secara deskriptif kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, sesungguhnya“instrumen penelitian adalah peneliti sebagai
validasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya: (1) Pemahaman terhadap
metode penelitian kualitatif;(2) Penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti; dan (3)
Kesiapan peneliti memasukigbyek penelitian secara akademik maupun logistik. Sesuai
dengan uraian tersebutsmaka. instrumen (alat ukur) penelitian ini berupa instrumen non tes,
yaitu kuesiner dampedoman wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan. Kuesioner dan
daftar pertanyaan untuk wawancara dengan responden / informan adalah sebagaimana dapat

dilihat pada lampiran.

F. TEKNIK PENGUMPULAN (CARA MENDAPATKAN) DATA

Pemilihan metode—metode pengumpulan data ini perlu diperhitungkan mengingat
tuntutan pencakupan data yang bersifat akurat, reliabel, dan valid. Sedangkan tidak seluruh
fenomena sosial pada obyek penelitian itu memiliki sifat transparan. Dengan demikian

dibutuhkan metode pengumpulan data yang handal. Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa
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sumber data dalam penelitian ini didapat dari kajian pustaka/dokumentasi, hasil observasi
lapangan, dan hasil wawancara dengan informan dan jawaban responden, maka pada

penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara Mendalam

Metode wawancara dipakai guna memperoleh informasi yang lebih mendalam
mengenai bermacam aspek yang dibutuhkan yng berkaitan dengan pokok permasalahan
penelitian. Maksud mengadakan wawancara ialah untuk mengkontruksikan tentang orang,
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Metoda
wawancara yang dipakai adalah wancara mendalam (indepths interview). Wawancara
mendalam digunakan untuk :(a) Memperoleh data-datafebih"komprehensif sehingga
fenomena penelitian bisa diungkap secara detil dan menQalam;(b) Supaya penelitian bisa
lebih fleksibel dalam hal wawancara. Wawancara talam penelitian ini dijadikan kegiatan
pengumpulan data yang dilaksanakan melalui./percakapan dan menjurus kepada topik
tertentu, yakni masalah kemiskinan, bagaimapa jalannya / pelaksanaan Program Bantuan RS-
RTLH dan dampaknya terhadap” penirigkatan kesejahteraan keluarga miskin, serta faktor—

faktor apa yang mempengaruhinya:

2. Observasi

Metoda observasi merupakan metoda pengamatan langsung ke lapangan untuk
mengamati kondisi lingkungan masyarakat / keluarga miskin di Kabupaten Bintan dimana
Program Bantuan RS-RTLH diimplementasikan. Observasi ini ini bertujuan untuk
memperoleh data yang bersifat natural dengan jalan mengamati dari dekat kondisi alami
daerah dan warga masyarakat / keluarga miskin tentang pola perilalu sehari—-hari sehubungan
dengan masalah kemiskinan yang menjerat mereka,kondisi rumah-rumah permukiman warga

masyarakat sebelum rehabilitasi dan setelah realisasi fisik program bantuan RS-RTLH.
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3. Kajian Kepustakaan dan Dokumentasi

Metode ini dipakai guna mendapatkan banyak keterangan dan informasi yang telah
didokumentasikan seperti Peraturan perundangan — dasar hukum,Surat—surat administrasi
Dinasyang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan Program Bantuan RS-
RTLH,Laporan Pendamping Sosial RS-RTLH, serta gambar/foto ataupun bentuk
dokumentasi lain yang dijadikan acuan untuk mendukung argumentasi peneliti dalam

melakukan interpretasi data.

G. METODA ANALISISDATA

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam
sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data hisa  dipahami sebagai suatu
proses transformasi data dari suatu yang kurang bernilai menjadi sesuatu yang sangat
bernilai. Dengan ini, raw data dapat menjadi lebih bermakna dan diinterprestasikan dengan
baik.

Sesuai metode penelitian yang ‘digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maka analisis
data yang dilakukan dalam penetitian-iri adalah analisis kualitatif. Analisis tersebut memiliki
tujuan untuk membuat deskriptif“atau lukisan secara akurat, faktual, dan sistematis tentang
fakta-fakta, sifat-sifatidare juga relasi antar fenomena yang diteliti. Analisis dalam penelitian
ini diarahkan untukrienjawab permasalahan penelitian yang pada akhirnya tujuan penelitian
bisa tercapai.

Analisis yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif, yaitu data-data yang dikelompok-kelompokkan dalam indikator-indikator
penelitian, kemudian digali secara mendalam dengan melihat dan memahami secara sosial,
kultural dan psikologis dari jawaban responden melalui wawancarayang telah disebarkan
serta melihat fenomena yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya.Analisis data

merupakan analisis kualitatif, karena dilakukan untuk menyajikan hasilnya secara kualitatif.
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Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data non angka, yaitu hasil wawancara dengan
informan dan jawaban masyarakat responden, hasil observasi lapangan, catatan laporan,
bacaan dan buku-buku (dokumentasi / kepustakaan), dan juga termasuk non tulisan seperti
foto atau gambar. Analisis bertujuan untuk mencari pola umum berupa deskripsi kata-kata,
bukan merupakan pola yang terwujud dalam bentuk rumus kuantitatif atau hasil perhitungan
angka-angka.Dalam penelitian terhadap implementasi kebijakan publik ini, data hasil
penelitian yang dihimpun dengan metode observasi, kajian kepustakaan/dokumentasi, serta
hasil wawancara dengan informan dan jawaban kuisiner dari masyarakat responden,
selanjutnya dianalisis dan dipergunakan sebagai dasar penilaian (evaluasi) bagaimana proses
implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau_.tidak; faktor-faktor apa yang
mempengaruhi implementasi; dan bagaimana implefentasi: program dapat diterima

masyarakat dan dirasakan manfaatnya.
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b. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 72 orang responden, dapat

digambarkan bahwa jenis kelamin, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel4.5. Klasifikasi Jenis Kelamin Responden.

No Jenis Kelamin Responden Persentase (%)
1|Laki-laki 52 9229

2] Perempuan 20 27.78
Jumlah 72 100.00

Sumber : Hasil Analisis, 2012.

Dari hasil kuesioner tersebut terlihat bahwa respOndenilaki-laki lebih banyak,
sebanyak 52 orang atau 72,22% adalah kaum laki-laki/sedangkan sisanya yaitu sebanyak 20
orang atau 27,78% adalah perempuan.Hal ini karena‘peran laki-laki sebagai kepala keluarga
dan pencari natkah utama dalam keluargawsehingga merekalah yang banyak menerima
bantuan program RS-RTLH di Kabupaten‘Bintan.Di samping hal tersebut, dapat disinyalir
bahwa aksesibilitas informasi bagikaum laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kaum
laki-laki lebih terbuka dan‘\l¢hilv'cepat menerima informasi karena mereka lebih banyak
beraktivitas di luar gumali”daripada kaum perempuan. Informasi mengenai pengurusan
kepentingan keluarga’dan usaha pada beberapa kelompok masyarakat masih menggunakan
cara penyampaian secara tradisional yang disampaikan secara lisan berantai. Kaum lelaki
yang lebih banyak di luar rumah tentu saja akan lebih cepat menerima informasi schingga
akan lebih cepat juga merespon perintah informasi tersebut. Dalam hal ajakan turut
berpartisipasi dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan kondisi masyarakat

seperti tersebut maka akan lebih cepat direspon oleh kaum laki-laki.

¢. Klasifikasi Tingkat Pendidikan
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses Implementasi Program RS-RTLH dapat dilakukan dengan baik oleh pelaksana
program dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan pendamping sosial di
lapangan,karena dari berbagai indikator proses pelaksanaan Program Bantuan RS-
RTLHtersebut mendapatkan penilaian baik dan bahkan sangat baik dari publik
(masyarakat).

2. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaansprogram RS-RTLH di
Kabupaten Bintan. Faktor internal berupa terbatasnyassémberdaya manusia pelaksana
program dan finansial. Terkait hambatan dari sumberdaya manusia antara lain karena
minimnya pendidikan, kurangnya pelatihan/kursus-dan keterampilan kerja yang dimiliki,
mutasi pegawai yang tidak tepat.Dari sisi finansial hambatannya antara lainminimnya
dana, dan proses penganggaram yang tidak tepat waktu. Faktor eksternal yang dapat
menghambat adalah berupa, :<lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, dan rendahnya
pengetahuan/pemahagian masyarakat terhadap Program Bantuan RS-RTLH.

3. Tingkat keberhasitan implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan
diukur dari tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran dapat dicapai dengan baik.
Keberhasilan tersebut didukung dengan upaya yang ditempuh oleh pengelola / pelaksana
(implementator) dalam mengatasi hambatan yang ada. Faktor dukungan tersebut antara
lain: dengan komunikasi yang baik, diikuti dengan sikap (attitude) dan perilaku yang baik
dari implementator dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi program
dengan baik,membangkitkan semangat motivasi dan partisipasi masyarakat, dan
memperbaiki lemahnya koordinasi antar Dinasi/Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan

Program Bantuan RS-RTLH, diikuti dengan pengawasan (monitoring), dan pengendalian
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(controlling) yang baik atas pelaksanaan Program di lapangan. Sehingga keberhasilan
implementasi Program RS-RTLH dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan

kesejahteraan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. SARAN
1. Teoritis

Agar dilakukan penelitian lanjutan terhadap Implementasi Kebijakan Program Bantuan

RS-RTLH di Kabupaten Bintan ini, untuk mengetahui faktor yang dapat meminimalisasi

hambatan eksternal yang ada. Hambatan eksternal yang terutama_adalah rendahnya

keterlibatan aparat Kelurahan / Desa dan tokoh masyarakatyseita rendahnyaefektivitas
kerja pendamping sosial. Sehingga keberhasilan implefaeritasi” program tersebut dapat
dijadikan model untuk implementasi program sejenis ataupun di wilayah lain.

2. Praktis

a. Implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan harus merata untuk
seluruh penduduk miskin di Kabupaten Bintan. Pemerintah Daerah Kabupetan Bintan
mempunyai kepentingan‘urituk memberikan bantuan yang sama terhadap penduduk
miskin yang memenuhivkriteria sebagai sasaran program yang berdomisili di setiap
kecamatan, tidak-hanya pada penduduk di kecamatan tertentu.

b. Pendamping~sosial memiliki peranan yang penting sekaligus menentukan dalam
pelaksanaan Program Bantuan RS-RTLH di tengah masyarakat. Untuk itu,
menjadikan tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, LMD sebagai mitra kerja
merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pelaksana program RS-RTLH dari Dinas
Sosial Kabupaten Bintan, agar pencapaian hasil bisa maksimal dan berkualitas.

c. Pendidikan dan pelatihan serta kursus keterampilan kerja terhadap petugas pelaksana

program dan juga pendamping sosial sangat diperlukan sehingga mereka mempunyai
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keahlian dan loyalitas kerja yang tinggi dalam menyelesaikan tahapan-tahapan

pekerjaan / kegiatan dalam implementasi Program Bantuan RS-RTLH.
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A. Pelaksana Program Bantuan RS-RTLH dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bintan :

1. Nama

Alamat
2. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
3. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
4. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
5. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
6. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
7. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
8. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat
9. Nama

Umur (tahun)
Pendidikan
Pekerjaan

Alamat

: Wiryawan Wira
Umur (tahun) :
Pendidikan
Pekerjaan

30

: SMA
: PNS — Staff Dinas Sosial Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

: Sri Rejeki.A.Ks.

141

: D4

: PNS—PPTK - Dinas Sosial Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

: Rr. Novia Ngesti, S.IP.

. 37

: Sarjana S-1

: PNS — Kepala Seksi - Dinas Sosial Kabupaten Bigtan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

: Fia Suliyanti, SE.

: 35

: Sarjana S-1

: PNS — Staff Dinas Sosial Kabudpaten' Bintan
: Tanjung Pinang — KepulauanRiad

> Junfarizal

33

: SMA

: PNS — Staff Dinas Sosial Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinangs- Kepulauan Riau

- Titin Erria/SE.

143

. Sarjana &1

“‘PNS —~PPTK / Dinas Sosial Kabupaten Bintan
. Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

Drs. A.Rahman

- 49

: Sarjana S-1

: PNS — Staff / Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

: Husin Ahmad, SE, M.S.

: 53

:S2

: PNS — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

: Nur Rohman, ST.

143

: Sarjana S-1

: PNS — Staff Dinas PU Kabupaten Bintan
: Tanjung Pinang — Kepulauan Riau
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10. Nama : Arman, S.Sos.
Umur (tahun) : 40
Pendidikan : Sarjana S-1
Pekerjaan : PNS — Staff / Kasubbid BAPEDA Kabupaten Bintan
Alamat : Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

11. Nama - Jarot Wibowo, SE.
Umur (tahun) : 43
Pendidikan : Sarjana S-1

Pekerjaan : PNS — Kabid Pengawasan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan
Alamat : Tanjung Pinang — Kepulauan Riau
12. Nama > Indra Setiawan, ST.

Umur (tahun) : 43

Pendidikan : Sarjana S-1

Pekerjaan : Sekretaris Komisi 111 — DPRD Kabupaten Bintan
Alamat : Tanjung Pinang — Kepulauan Riau

B. Pendamping Sosial :

1. Nama : Firman Alamsyah
Umur (tahun) : 27
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Berakit - Kecamatan Teluk Sebong — Kabupaten Bintan

2. Nama - Sulasno
Umur (tahun) : 47
Pendidikan : SMA
Pekerjaan . Swasta

Alamat . KelurahamGunurg Lengkuas-Kecamatan Bintan Timur—Kabupaten
Bintan
3. Nama : Muhamad- Jamil

Umur (tahun) : 32

Pendidikan «.SMA

Pekerjaan “Swasta

Alamat “Desa Toapaya Selatan — Kecamatan Toapaya — Kabupaten Bintan.
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Lampiran 1.A.
KUESIONER

A. PENGANTAR.

Berkenaan dengan kegiatan penyusunan tesis IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL -RUMAH TAK LAYAK HUNI
(RSRTLH)DI KABUPATEN BINTAN- PROVINSI KEPULAUAN RIAU,mohon
bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk bersedia menjadi responden. Informasi atau jawaban pada kuesioner
hanya digunakan untuk keperluan penelitian.Kerahasian identitas responden dijaga dan tidak akan
dipublikasikan.

Untuk itu mohon kesediaan untuk menjawab dengan memberi tanda (X) pada lembar jawaban.
Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih

B. IDENTITAS RESPONDEN.

1. Nama et (bolehitidak diisi)
2. Umur UTRUURUURTRRRTRRTRRTI
3. Jenis Kelamin RRRRRRSR. ¥ & §
4. Pendidikan SRR T * (/A
5. Pekerjaan TR 4, O /A
C. MATERI.

|. BERKAITAN DENGAN SOSIALISASIPROGRAM / TINGKAT PEMAHAMAN
& PENGAWASAN OLEH ORGANISASI PENGELOLA.

1. Apakah bapak / ibu telah mengetahui'tentang program bantuan RS-RTLH?

a. sangat mengetahui c. Ragu-ragu / kurang mengetahui
b. cukup mengetahui d. Tidak mengetahui
2. Apakah sebelum dilaksanakan program bantuan RS-RTLH dilakukan sosialisasi?
a. sangat sering c. kurang / Jarang
b. cukup sering d. Tidak pernah

3. Menurut bapak / ibu, apakah sosialisasi yang dilakukan cukup efektif dalam
menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang program bantuan RS-RTLH?

a. Sangat efektif c. kurang efektif
b. Cukup efektif d. Tidak efektif
4. Menurut bapak / ibu, apakah sosialisasi program bantuan RS-RTLH perlu dilakukan ?
a. Sangat perlu c. kurang perlu
b. Cukup perlu d. Tidak perlu

5. Menurut Bapak / ibu, bagaimana sikap dan perilaku pelaksana program dalam melayani
masyarakat yang membutuhkan bantuan, keramahan mereka dalam memberi penjelasan
tentang program RS-RTLH?

a. sangat baik c. kurang baik
b. cuku baik d. tidak baik
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. Menurut bapak/ibu, sejauhmana masyarakat memahami materi sosialisasi program bantuan

RS-RTLH?
a. Sangat paham c. Kurang paham
b. Cukup paham d. Tidak paham

Menurut bapak / ibu, apakah tingkat pemahaman yang dihasilkan oleh kegiatan sosialisasi
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program bantuan RS-RTLH?

a. sangat berpengaruh c. Kurang berpengaruh

b. cukup berpengaruh d. Tidak berpengaruh

Menurut bapak / ibu, bagaimana intensitas pembinaan yang dilakukan oleh pendamping
sosial terhadap kegiatan program bantuan RS-RTLH?

a. sangat sering dilakukan c. kurang / jarang

b. cukup sering dilakukan d. tidak pernah

Menurut bapak/ibu, apakah tenaga pendamping sosial selalu memberikan materi/petunjuk
teknis dalam setiap pembinaan?

a. sangat sering c. kurang / Jarang

b. cukup sering d. Tidak pernah
Menurut bapak / ibu, apakah tenaga pendamping sosial efektif melakukan tugasnya?
a. sangat efektif c. Kurang efektif

b. cukup efektif d. Tidak efeldif

Menurut pendapat bapak / ibu, apakah tendga pendamping sosial menguasai program
yang dilakukan oleh aparat pemerintah?

a. Sangat menguasai C. Kurang menguasai

b. Cukup Menguasai d. tidak menguasai

Menurut bapak/ibu, bagaimand inténsitas pengawasan yang dilakukan oleh pendamping
slosial, aparat desa, aparat\kecamatan terhadap pelaksanaan program bantuan RS-RTLH?

a. sangat sering c. kurang / jarang

b. cukup sering d. Tidak pernah

Menurut bapak / 1bu;apakah pernah dilakukan monitoring oleh aparat pihak kabupaten?
a. sangat sering c. kurang / Jarang

b. cukup sering d. Tidak pernah

Menurut bapak / ibu, apakah sering dilakukan monitoring dalam satu bulan oleh aparat
kabupaten?

a. Sangat sering c. kurang / Kadang-kadang

b. Cukup sering d. Tidak pernah

. BERKAITAN DENGAN KOORDINASI —-KOMUNIKASI / HUBUNGAN ANTAR

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM.

Apakah bapak / ibu mengetahui instansi mana / apa saja yang dilibatkan dalam
pelaksanaan program bantuan RS-RTLH ini ?

a. sangat mengetahui ¢. Kurang tahu / Ragu-ragu

b. cukup mengetahui d. Tidak mengetahui
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Apakah bapak / ibu mengetahui bagaimana hubungan / komunikasi pegawai antar
instansi terkait yang terlibat pengelolaan program, bagaimana koordinasi di antara
mereka ?

a. sangat sering dilakukan c. kurang / Jarang berkoordinasi

b. cukup sering dilakukan d. Tidaki pernah

Apakah setiap aparatur/pegawai dari instansi yang terlibat dalam pengelolaan program
bantuan RS-RTLH memahami program tersebut?

c. sangat memahami c. kurang paham

d. cukup memahami d. Tidak paham sama sekali

Apakah bapak / ibu, mengetahui adanya koordinasi antara tenaga pendamping, aparat
pemerintah, dan masyarakat sasaran penerima program bantuan RS-RTLH?

a. sangat mengetahui c. kurang tahu / ragu- ragu

b. cukup mengetahui d. Tidak mengetahui

Menurut bapak / ibu, apakah koordinasi yang dilakukan oleh/apdrat”berjalan dengan
baik?

a. sangat baik c. kurang baik

b. cukup baik d. tidak baik

Menurut bapak / ibu apakah kepala desa besertd tokoh masyarakat selalu hadir setiap
pertemuan yang dilakukan oleh pendamping dai,sasafdan program?

a. sangat sering c. kurang /jarang

b. cukup sering d.“Fidak-pernah

BERKAITAN DENGAN SIKAP\ DAN PERILAKU APARATUR/PEGAWAI
UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM.

Bagaimana aparat pemerintali (pengelola program) memandang program bantuan RS-
RTLH?

a. Sangat penting c. Kurang penting

b. cukup Penting d. Tidak penting

Menurut bapak /jibu, pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perbaikan
kesejahteraan hidup masyarakat melalui program bantuan RS-RTLH?

a. Sangat bersungguh-sungguh c. Kurang bersungguh-sungguh

b. cukup Bersungguh-sungguh d. Tidak bersungguh-sungguh

. Menurut bapak / ibu, seberapa bersungguh-sungguh pelaksana program melaksanakan

bantuan RS-RTLH?

a. Sangat bersungguh-sungguh c. Kurang bersungguh-sungguh
b. cukup bersungguh-sungguh d. sangat tidak bersungguh-sungguh
. Menurut bapak / ibu bagaimana peranan pelaksana program dalam pelaksanaan bantuan
RS-RTLH?
a. Sangat berperan c. Kurang berperan
b. Cukup berperan d. Sangat tidak berperan
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5. Menurut bapak / ibu, apakah aparat pemerintah berpartisipasi dalam mensukseskan
program bantuan RS-RTLH?
a. Sangat berpartisipasi c. Kurang berpartisipasi
b. cukup Berpartisipasi d. Tidak berpartisipasi

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana tingkat keseriusan dan kesungguhan para warga
masyarakat dalam melaksanakan program dalam rangka memperbaiki kondisi hidupnya?
a. Sangat serius c. kurang serius
b. cukup Serius d. Tidak serius

7. Menurut bapak/ibu, bagaimana tingkat kepercayaan diantara para anggota masyarakat
dalam melaksanakan program RS-RTLH?

a. Sangat tinggi c. kurang tinggi (Rendah)
b. cukup Tinggi d. Sangat rendah
8. Menurut bapak / ibu bagaimana tingkat efektivitas kerja pelaksana pregram ?
a. Sangat efektif c. Kurang efektif
b. cukup efektif d. Sangat tidak efektif
9. Menurut bapak/ibu, bagaimana Kkinerja pendamping\/sosidl dalam melaksanakan
pembinaan?
a. sangat Bagus c. Kurang/bagus
b. cukup Bagus d. Tidak baguys

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana etos kerja” pendamping sosial dalam melaksanakan
pembinaan terhadap masyarakat sasaran program?
a. sangat Bagus c.Kurang bagus
b. cukup Bagus d. Tidak bagus

11. Menurut bapak / ibu, bagairmafia-kapabilitas tenaga pendamping sosial dalam mengatasi
permasalahan yang muntu?

a. sangat Bagus c. Kurang bagus
b. cukup Bagus d. Tidak bagus
12. Menurut pendapatibapak / ibu bagaimana kinerja pendamping sosial secara umum ?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Cukup baik d. tidak baik

13. Menurut pendapat bapak / ibu bagaimana peranan pendamping sosial dalam pelaksanaan
program bantuan RS-RTLH ?
a. Sangat berperan c. Kurang berperan
b. Cukup berperan d. Tidak berperan

14. Menurut bapak/ibu, bagaimana persepsi anggota masyarakat terhadap administrasi
penggunaan bantuan RS-RTLH?
a. Sangat tidak rumit c. agak rumit
b. tidak rumit d. cukup rumit
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V. BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN & KINERJA IMPLEMENTAS!.

1.

Menurut pendapat bapak / ibu, apakah persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima
program RS-RTLH terlalu memberatkan ?

a. Sangat memberatkan c. Kurang memberatkan

b. cukup Memberatkan d. Tidak memberatkan

Menurut bapak / ibu seberapa penting nya program bantuan RS-RTLH bagi masyarakat ?
a. Tidak penting c. cukup penting
b. Kurang penting d. sangat penting

Menurut pendapat bapak/ibu, apakah dengan adanya bantuan RS-RTLH mampu
meningkatkan kesejahteraan keluarga?

a. sangat membantu c. Kurang

b. cukup membantu d. Tidak sama sekali

Menurut pendapat bapak / ibu, apakah kondisi bapak / ibu, saat ini dapat diubah dengan
bantuan RS-RTLH?

a. Sangat dapat diubah c. Kurang dapat diubah

b. Dapat diubah d. Tidak dapat diybah

Menurut bapak / ibu, apakah besar bantuan yang{diberikan pemerintah untuk perbaikan
rumah melalui program RS-RTLH sudah cukug™?

a. Sangat cukup c. Kurang

b. Cukup d.“Fidakcukup

Menurut pendapat bapak / ibu, Kepéla,Desa dan aparat berperan atau menentukan dalam
pembentukan kelompok masyarakat'dalam program RS-RTLH?

a. Sangat berperan c. Kurang berperan

b. Cukup Berperan d. Tidak berperan

Menurut pendapat bapak 7 ibu, pendamping berperan atau menentukan dalam
pembentukan kelompok masyarakat dalam program RS-RTLH?

a. Sangat berperad c. Kurang berperan

b. Cukup Berperan d. Tidak berperan

Setelah kelompok masyarakat terbentuk, apakah perlu dibentuk pengurus kelompok?
a. Sangat perlu c. Kurang perlu

c. Cukup Perlu d. Tidak perlu

Menurut bapak / ibu apakah pengurusan / pengajuan bantuan rumit ?

a. Sangat mudah c. agak rumit

b. Cukup mudah d. sangat rumit
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Lampiran 1.B.

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENGANTAR.

Berkenaan dengan kegiatan penyusunan tesis IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL -RUMAH TAK LAYAK HUNI
(RS-RTLH)DI KABUPATEN BINTAN - PROVINSI KEPULAUAN RIAU,mohon
bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk bersedia menjadi Informan.Data dan Informasi atau jawaban pada
pedoman wawancara hanya digunakan untuk keperluan penelitian.Kerahasian identitas
Informandijaga dan tidak akan dipublikasikan.

Untuk itu mohon kesediaan untuk menjawab pertanyaan pada lembar jawaban. Atas bantuan dan
kerja samanya diucapkan terima kasih

B. IDENTITASINFORMAN.

1. Nama ST - . W 7 (boleh tidak diisi)
2. Umur VTR P NP AT
3. Jenis Kelamin NPT A . /N
4. Pendidikan SR (S AU
5. Pekerjaan TN Y- Sy’
C. MATERI.

|. BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN (PROGRAM) &
KINERJA IMPLEMENJASI.

1. Apakah pelaksanaan,pragram bantuan RS-RTLH telah berjalan sesuai dengan Peraturan
Bupati Bintan?

2. Berapa jumlah dana yang disalurkan / dialokasikan untuk program bantuan RS-RTLH?

3. Apakah masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan RS-RTLH mengalami
peningkatan kehidupan ?

4. Menurut pendapat bapak / ibu apakah pelaksanaan program bantuan RS-RTLH telah
mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ingin diwujudkan ?

5. Menurut pendapat bapak / ibu apakah pelaksanaan program bantuan RS-RTLH telah

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran program ?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

13/40946

Menurut bapak / ibu, apakah pelaksanaan program bantuan RS-RTLH telah mampu
menciptakan peluang kerja?

Apakah peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RS-
RTLH sesuai dengan program yang akan dilaksanakan ?

Apakah para pelaksana program Bantuan RS-RTLH mengerti dan paham terhadap
program yang akan dilaksanakan?

. Kapan program tersebut harus dilaksanakan, siapa yang menjadi sasarannya?

Apakah para pelaksana program mengetahui apa yang. harus-dilakukan, bagaimana
perintah atau petunjuk, alasan terhadap pelaksanaan program?

Bagaimana bentuk pelaksanaan program, sarana“dan media apa yang digunakan yang
digunakan dalam pelaksanaan program tersebut?

Apakah para pelaksana programimengetahui tujuan dari program tersebut?

Bagaimana personel dan‘atad pendamping sosial yang membantu pelaksanaan program
tersebut, apakah sudab sSesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam
peraturan?

Apakah kebijakan pimpinan diikuti oleh para pelaksana program? ...............

Apakah ada pengaruh birokrasi terhadap pelaksanaan program? ............ccccoeevienne.

Apakah ada kebijakan tertentu dari atasan terhadap program tersebut, bagaimana sikap
bawahan terhadap kebijakan tertentu?

Bagaimana unsur kepentingan yang terlihat dalam pelaksanaan program? ................

Target konkrit apa saja yang hendak dicapai dalam implementasi program tersebut? ...
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Bagaimana bentuk koordinasi antar instansi untuk mensukseskan program tersebut? .....
Apakah yang bapak / ibu ketahui tentang program Bantuan RS- RTLH? ..................
Apa saja yang menjadi harapan pemerintah dalam melaksanakan program bantuan RS-

RTLH?

Menurut pengetahuan bapak / ibu bagaimana jalannya pelaksanaan program bantuan RS-
RTLH di lokasi ini? e e e e

Bagaimana penentuan rumah tangga yang akan mendapat bantuan program RS-RTLH
tersebut?

Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung proses.dimiglémentasi program tersebut? .
Faktor apa saja yang menghambat kelancaran impiementasi program tersebut? ..........
Apakah bapak / ibu merasa bebannya,berklrang setelah menerima bantuan RS-RTLH?

Menurut bapak / ibu apakah‘antuan RS-RTLH ini merupakan program yang harus tetap
dijalankan atau diganti<dengari program lain ? berikan alasan ........................

Apakah yang menjadi harapan bapak / ibu untuk masa yang akan datang? ...............

. Pertanyaan yang berkaitan dengan Hubungan antar organisas, Koordinas —

Komunikasi, & sosialisas program.
Apakah sebelum dilaksanakan program bantuan RS-RTLH, dilakukan sosialisasi

o100 ] 211 I PP

Bila ya, siapa saja yang terlibat dalam melakukan sosialisasi tersebut ? apakah juga
melibatkan tokoh masyarakat ? ....... ...

Bila tidak, apakah bapak / ibu memandang sosialisasi program sangat perlu? ............
MENQAPA PEIIU? ...t e et e et e e e e e e et e e e e e e e
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Kepada siapa saja kegiatan sosialisasi program bantuan RS-RTLH tersebut dilakukan ?

Berapa kalikah kegiatan sosialisasi program tersebut dilaksanakan ? ......................

Menurut bapak / ibu, apakah intensitas pelaksanaan sosialisasi program tersebut telah
mencukupi  ?

Menurut bapak / ibu, sejauh mana masyarakat memahami materi sosialisasi tersebut? ..

Menurut bapak / ibu apakah tingkat pemahaman yang.diitasiikan oleh kegiatan sosialisasi
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan RS-RTLH? ...,

Hambatan—hambatan apa saja yang secara”umudm muncul dalam sosialisasi program
bantuan RS-RTLH?

Menurut bapak / ibu, apakah tenaga/pendamping telah efektif melakukan pembimbingan,
pembinaan, pengawasan atas\gelakSanaan bantuan RS-RTLH kepada kelompok sasaran
KEGHALAN 2 ..o i ettt sa e

Bagaimana intenSitasitenaga pendamping melakukan pembinaan dan pengawasan ? ....

Pertanyaan yang berkaitan dengan organisas pengelolaan program, skap dan
perilaku implementator program.

Bagaimana aparat pemerintah (pengelola program) memandang program bantuan RS-
RTLH? (apakah dipersepsikan seperti proyek—proyek Ialnnya atau dlpandang berbeda,
berbeda dalam arti - @PA7 .....oeiiiie i e

Menurut pengamatan bapak / ibu, bagaimana masyarakat mempersepsikan kondisi
kemiskinan atau keterbelakangan yang menimpa diri mereka? (atau dengan kata lain:
apakah kemiskinan atau keterbelakangan dianggap sebagai takdir/nasib, atau sebagai
akibat dari pendidikan dan keahlian yang kurang atau akibat modal dan sarana produksi
yang Kurang, dll) ... e
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3. Berkaitan dengan pertanyaan no 1, menurut bapak / ibu, apakah mereka mempunyai
persepsi kondisi yang menimpa mereka sekarang merupakan sesuatu yang dapat dirubah
atau tidak? (dengan kata lain, apakah kondisi saat ini dipandang lebih sebagai nasib atau
takdir yang tidak bisa diubah, atau sesuatu yang dapat diusahakan untuk diubah?

4. Menurut bapak / ibu, bagaimana tingkat keseriusan dan kesungguhan para warga
masyarakat (sasaran penerima bantuan RS-RTLH) dalam melaksanakan perbaikan rumah
untuk memperbaiki kondisi NIdUPNYa? ... e e e e

5. Bagaimana tingkat ketrampilan dan keahlian warga masyarakat melaksanakan bantuan
RS-RTLH?

6. Menurut bapak / ibu, bagaimana tingkat kepercayaan di antara para anggota kelompok
dalam melaksanakan bantuan RS-RTLH? ... a0 e,

7. Secara umum, bagaimana tingkat kepercayaan warga masyarakat (sasaran program)
kepada pendamping?
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Tabel 4.8. Persepsi masyarakat terhadap terlaksananya implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan.

No.

PERTANYAAN

KATEGORI JAWABAN MASYARAKAT RESPONDEN

Persentase jawaban responden
(%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(2)
Tidak

(b)

Kurang

()
Cukup

(d)
Sangat

BERI

OLEl

KAITAN DENGAN SOSIALISASI

PROGRAM, TINGKAT
PEMAHAMAN DAN PENGAWASAN

H ORGANISASI PENGELOLA.

[N

Apakah bapak / ibu telah
mengetahui tentang program
bantuan RS-RTLH?

Tidak
mengetahui

Kurang
mengetahui/
ragu-ragu

Cukup
mengetahui

Sangat
mengetahui

139 8194 1528

Apakah sebelum dilaksanakan

, |Program bantuan RS-RTLH

dilakukan sosialisasi?

Tidak pernah

jarang /
Kurang

Cukup sering

Sangat sefing

139 2083 66.67 | 11.11

w

Menurut bapak / ibu, apakah
sosialisasi yang dilakukan
cukup efektif dalam
menanamkan pemahaman
kepada masyarakat tentang
program bantuan RS-RTLH?

Tidak efektif

Kurang
efektif

Cakup'efekiif

Sangat efektif

139 9.72| 4722 | 4167

I

Menurut bapak / ibu, apakah
sosialisasi program bantuan
RS-RTLH perlu dilakukan ?

Tidak perlu

Kurang perlu

Cukup perlu

sangat perlu

139 1528 6250 | 20.83

4]

Menurut Bapak / ibu,
bagaimana sikap dan perifaku
pelaksana program dalary
melayani masyarakatyang
membutuhkan fantuan,
keramahan mereka dalam
memberi perijeldsan tentang
program ?

Tidakbaik

Kurang baik

Cukup baik

Sangat baik

139 556| 8194 1111

(=)

Menurut bapak/ibu, sejauh
mana masyarakat memahami
materi sosialisasi bantuan RS-
RTLH

Tidak paham

Kurang
paham

Cukup
paham

Sangat
paham

3750 36.11 1.39

]

Menurut bapak / ibu, apakah
tingkat pemahaman yang
dihasilkan oleh kegiatan
sosialisasi berpengaruh
terhadap keberhasilan
pelaksanaan bantuan RS-

RTLH?

Tidak
berpengaruh

Kurang
berpengaruh

Cukup
berpengaruh

Sangat
berpengaruh

139 417 3472 | 59.72
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Menurut bapak / ibu, Tidak pernah [jarang / Cukup sering |Sangat sering 2.78 8.33| 47.22| 41.67
bagaimana intensitas Kurang
8 |pembinaan yang dilakukan
oleh pendamping terhadap
kegiatan bantuan RS-RTLH?
Menurut bapak/ibu, apakah Tidak pernah [Kurang / Cukup sering [Sangat sering 2500 | 3750| 36.11| 1.39
tenaga pendamping selalu jarang
9 |memberikan materi/petunjuk
teknis dalam setiap
pembinaan?
Menurut bapak / ibu, apakah | |Tidak efektif (Kurang Cukup efektif|Sangat efektif 2778 | 25.00| 4444 | 278
10 |tenaga pendamping efektif efektif
melakukan tugasnya?
Menurut pendapat bapak / Tidak Kurang Cukup Sangat 2500| 3750| 36.11| 1.39
ibu, apakah tenaga menguasai  [menguasai |mengusai menguasal
11 {pendamping menguasai
program yang dilaksanakan
oleh aparat pemerintah?
Menurut bapak/ibu, Tidak pemah |Kurang / CukupssetingSangat sering 139 420| 5271 4170
bagaimana intensitas jarang
pengawasan yang dilakukan
12 |oleh pendamping, aparat desa,
aparat kecamatan terhadap
pelaksanaan program bantuan
RS-RTLH?
Menurut bapak / ibu, apakah Tidak gernah |Kurang / Cukup sering |Sangat sering 972 | 1528| 29.17 | 45.83
13 |pernah dilakukan monitoring jarang
oleh aparat pihak kabupaten?
Menurut bapak / ibu, apakah Tidakpernah [Kurang / Cukup sering |Sangat sering 1111 1667 | 26.39 | 45.83
14 |sering dilakukan monitoriiig jarang
dalam satu bulan oleh,aparat
kabupaten?
Il |BERKAITAN DENGAN
KOORDINASI- KOMUNIKASI /
HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
PENGELOLA PROGRAM.
Apakah bapak / ibu Tidak Ragu-ragu / |Cukup Sangat 2083 | 2917 4722 278
mengetahui instansi mana / apa mengetahui |Kurang ) mengetahui |mengetahui
. - mengetahui
1 |saja yang dilibatkan dalam
pelaksanaan program bantuan
RS-RTLH?
Apakah bapak / ibu Tidak pernah [Kurang / Cukup sering |Sangat sering 417 417| 69.44 | 2222
jarang

)

mengetahui bagaimana
hubungan / komunikasi
pegawai antar instansi terkait
yang terlibat pengelolaan
program, bagaimana
koordinasi di antara mereka ?
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w

Apakah setiap
aparatur/pegawai dari instansi
yang terlibat dalam
pengelolaan program
memahami program ?

Tidak paham

Kurang
paham

Cukup
paham

Sangat
paham

111

833

45.83

34.72

I

Apakah bapak / ibu,
mengetahui adanya koor dinasi
antara tenaga pendamping,
aparat pemerintah, dan
masyarakat sasaran penerima
program bantuan RS-RTLH?

Tidak
mengetahui

Ragu-ragu /
Kurang
mengetahui

Cukup
mengetahui

Sangat
mengetahui

18.06

16.67

62.50

2.78

Menurut bapak / ibu, apakah
koordinasi yang dilakukan
oleh aparat berjalan dengan
baik?

Tidak baik

Kurang baik

Cukup baik

Sangat baik

13.89

21.78

55.56

2.78

=]

Menurut bapak / ibu apakah
kepala desa beserta tokoh
masyarakat selalu hadir setiap
pertemuan yang dilakukan
oleh pendamping dan sasaran
program?

Tidak pernah

Kurang /
jarang

Cukup sering

Sangat sering

20.83

30.56

45.83

2.78

BERKAITAN DENGAN SIKAP DAN
PERILAKU APARATUR/PEGAWALI
UNSUR ORGANISASI PENGELOLA
PROGRAM.

Bagaimana aparat pemerintah
(pengelola program)
memandang program bantuan
RS-RTLH?

Fidak
penting

Kurang
penting

Cukup
penting

Sangat
penting

6.94

271.78

62.50

2.78

N

Menurut bapak / ibu;
pemerintah bersuriggth-
sungguh dalam mengupayakan
perbaikan kesejahteraan hidup
masyarakat mefalui program
bantuan RS-RTLH?

Tidak
sungguh-
sungguh

Kurang
sungguh-
sungguh

Cukup
sungguh-
sungguh

Sangat
sungguh-
sungguh

2.78

13.89

80.56

2.78

w

Menurut bapak / ibu,
seberapa bersungguh-sungguh
pelaksana program
melaksanakan bantuan RS-
RTLH?

Tidak
sungguh-
sungguh

Kurang
sungguh-
sungguh

Cukup
sungguh-
sungguh

Sangat
sungguh-
sungguh

139

2.78

3333

62.50

~

Menurut pendapat bapak / ibu
bagaimana peranan pelaksana
program dalam pelaksanaan
bantuan RS-RTLH ?

Tidak
berperan

Kurang
berperan

Cukup
berperan

Sangat
berperan

417

36.11

59.72
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Menurut bapak / ibu, apakah Tidak Kurang Cukup Sangat 278 2222 7222 278
aparat pemerintah berpartisipasi|berpartisipasi|berpartisipasi|berpartisipasi
berpartisipasi dalam
mensukseskan program
bantuan RS-RTLH?

(3]

Menurut bapak/ibu, Tidak serius |Kurang Cukup serius |Sangat serius 16.67 8.33| 58.33 | 16.67
bagaimanatingkat Keseriusan & sungguh- |serius & & sungguh- |& sungguh-
dan kesunaguhan para war sungguh sungguh- sungguh sungguh
lan kesungguhan para warga sungguh

masyarakat dalam

melaksanakan program dalam
rangka memperbaiki kondisi
hidupnya?

o

Menurut bapak/ibu, Tidak Kurang Cukup Sangat 278 1111 7222 | 13.89
bagaimana tingkat percaya percaya percaya percaya
kepercayaan diantara para
anggota masyarakat dalam
melaksanakan program RS-
RTLH?

Menurut bapak/ibu, Tidak efektif |Kurang Cukup efekiif| Sangat efektif 278 | 1250 40.28 | 44.44
bagaimana tingkat efektivitas efektif
kerja pelaksana program ?

[«

Menurut bapak/ibu, Tidak baik  |Kurang baik, [Cukup baik |Sangat baik 556 [ 25.00| 56.94  12.50
bagaimana kinerja
pendamping dalam
melaksanakan pembinaan?

©

Menurut bapak/ibu, Tidakbaik {Kurang baik |Cukup baik [Sangat baik 417 | 1944 6528 | 11.11
bagaimana etos kerja
pendamping dalam
melaksanakan pembinaan
terhadap masyarakat sasaran
program?

10

Menurut bapak Libw, Tidak baik Kurang baik |Cukup baik [Sangat baik 18.06 | 19.44| 4861 | 13.89
bagaimana kapabilitas tenaga
pendampingidalarn mengatasi
permasalahan yang muncul?

11

Menurut pendapat bapak / Tidak baik  |Kurang baik [Cukup baik |Sangat baik 139 139 50.00 | 47.22
ibu, bagaimana kinerja
pendamping sosial secara
umum ?

12

Menurut pendapat bapak / ibu | [Tidak Kurang Cukup Sangat 139 556 | 3472 | 5833
13 |bagaimana peranan berperan berperan berperan berperan

pendamping sosial dalam

Menurut bapak/ibu, Tidak mudah |Kurang Cukup Sangat 417 | 13.89| 69.44| 12.50
bagaimana persepsi anggota mudah mudah mudah
14 |masyarakat terhadap
administrasi penggunaan
bantuan RS-RTLH?
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IV |BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN
& KINERJA IMPLEMENTASI.

Menurut pendapat bapak / Tidak ringan |Kurang Cukup ringan|Sangat ringan 1250 [ 20.83| 15.28 | 51.39

ibu, apakah persyaratan yang | |29t ringan (agak
. . ! berat) berat)

ditetapkan sebagai penerima

program RS-RTLH terlalu

memberatkan ?

-

Menurut pendapat bapak / Tidak Kurang Cukup Sangat 139 139| 25.00 | 7222
ibu, seberapa pentingnya penting penting penting penting
program bantuan RS-RTLH
bagi masyarakat?

N

Menurut pendapat bapak/iou, | [Tidak Kurang Cukup Sangat 5.56 6.94 | 38.89 | 4861
apakah dengan adanya membantu  |membantu  |membantu |membantu
bantuan RS-RTLH mampu
meningkatkan kesejahteraan
keluarga?

w

Menurut pendapat bapak / Tidak dapat |Kurang bisa [Cukup dapat [Sangatdapat 556 [ 20.83| 52.78 | 20.83
ibu, apakah kondisi bapak / diubah diubah diubah diubah
ibu, saat ini dapat diubah

dengan bantuan RS-RTLH?

I

Menurut bapak / ibu, apakah | |Tidak cukup |Kurang Cukup Sangat cukup 1944 2083| 5278 | 6.94
besar bantuan yang diberikan
pemerintah untuk pe rbaikan
rumah melalui program RS-
RTLH sudah cukup ?

(3]

Menurut pendapat bapak / Tidak Kurang Cukup Sangat 1250 | 27.78| 5556 | 4.17
ibu, Kepala Desa dan aparat herperan berperan berperan berperan
berperan atau menentukan
dalam pembentukan
kelompok masyarakat datam
program RS-RTLH?

[

Menurut pendapdtbapak/ Tidak Kurang Cukup Sangat 833| 1389 7361 | 417
ibu, pendamping.Berperan berperan berperan berperan berperan
atau menehtukah ddlam
pembentukan keélompok
masyarakat dalam program
RS-RTLH?

Setelah kelompok masyarakat Tidak perlu  |Kurang perlu |Cukup perlu [Sangat perlu 694 | 1111 77.78| 417

8 terbentuk, apakah perlu
dibentuk pengurus kelompok?

Menurut pendapat bapak / ibu| | Tidak mudah |Kurang Cukup Sangat 1250 [ 20.83| 15.28 | 51.39
apakah pengurusan / (sangat mudah (agak [mudah mudah

. : it it
pengajuan bantuan rumit ? rumi) rumi)

©

Sumber : Data hasil penelitian, 2012
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LAMPIRAN 2.B.
Tabel 4.9. Analisis persepsi masyarakat terhadap terlaksananya implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten
Bintan.
Persepsi masyarakat responden Gabungan persepsi
. sangat sangat || sangat pos itif &
No. Indikator negatif | negatif | positif [ positif ||negatif & |sangat
(tidak) [ (kurang) | (cukup) | (sangat) | [negatif  [pos itif
BERKAITAN DENGAN SOSIALISASI
: PROGRAM, TINGKAT PEMAHAMAN DAN
PENGAWASAN OLEH ORGANISASI
PENGELOLA / PELAKSANA PROGRAM
Tingkat mengetahui masyarakat terhadap adanya
1 Program Bantuan RS-RTLH 1.39 139| 81.94( 15.28 2.78 97.22
2 |Tingkat keseringan / frekwensi sosialisasi Program 139| 20.83[ 66.67| 11.11 22.22 77.78
3 |Tingkat efektivitas sosialisasi program 1.39 9.72 | 47.22 |\ 4167 11.11 88.89
4 |Tingkat penilaian perlunya sosialisasi 139 15.28( 6250 | 2083 16.67 83.33
5 Penilaian terhadap sikap dan perilaku pelaksana 1.39 556 | sieal 1111 6.94 93.06
program
6 Tlngkfat p_emahaman masyarakat terhadap materi 2500 | 2750d Jas11 139 62.50 37,50
sosialisasi program RS-RTLH
7 _ngkat menr_pengaruhl dari pemahaman terhadap 1.3 7| 34721 5072 556 94.44
implementasi
g |!ntensitas / Tingkat keseringan melakukan 278 833| 4722 a167|| 1211| ess9
pembinaan oleh pendamping sosial
Intensitas / Tingkat keseringan tenaga pendamping
9 |dalam memberikan materi/petunjuk teknis dalam 25.00| 37.50| 36.11 1.39 62.50 37.50
setiap pembinaan
10 |Tingkat efektivitas kerja pendampingsosial 27.78| 2500 44.44| 278 5278 | 47.22
1 | Tinokat tenaga pendarmping menguEsalplogram | g 50 | 5750 | 3611 | 139 || 6250| 37.50
yang dilaksanakan oleh aparat.peferintah
Intensitas / Tingkat keserifigan melakukan
12 pengawasan oleh pendarping/aparat Desa / 1.39 220| s271| 4170 559 9441
Kelurahan, Kecamatanitethadap pelaksanaan
program RS-RTLH:
intensitas / TingKat keseringan (pernah / tidak
13 [pernah) aparat Dinas Kabupaten melakukan 9.72| 15.28| 29.17| 4583 25.00| 75.00
monitoring
14 |nteqsﬂgs/T|ngkat keseringan aparat melakukan 1111 1667| 2639| 4583 27.78 79.29
monitoring dalam satu bulannya
BERKAITAN DENGAN KOORDINASI -
1l |KOMUNIKASI/HUBUNGAN ANTAR
ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM.
Tingkat mengetahui masyarakat tentang instansi
1 |mana/ apa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan | 20.83 [ 29.17 [ 47.22 2.78 50.00 50.00
program bantuan RS-RTLH ini
Intensitas / Tingkat keseringan melakukan
2 |hubungan / komunikasi pegawai antar instansi 4.17 417 | 69.44 | 22.22 8.33 91.67
terkait yang terlibat pengelolaan program.
3 Tingkat pemahaman / penguasaan atas materi 1111 833| 4583| 3472 19.44 80.56
program oleh pelaksana
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Tingkat mengetahui adanya koordinasi antara
tenaga pendamping, aparat pemerintah, dan

masyarakat sasaran penerima program bantuan RS-|

RTLH

18.06

16.67

62.50

34.72

65.28

Tingkat koordinasi yang dilakukan oleh aparat
apakah berjalan dengan baik

13.89

27.78

55.56

2.78

41.67

58.33

Tingkat keterlibatan kepala desa beserta tokoh
masyarakat untuk hadir setiap pertemuan yang
dilakukan oleh pendamping dan sasaran program

20.83

30.56

45.83

2.78

51.39

48.61

BERKAITAN DENGAN SIKAP DAN
PERILAKU APARATUR/PEGAWAI UNSUR
ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM.

Tingkat pentingnya aparat pemerintah (pengelola
program) memandang program bantuan RS-RTLH

27.78

62.50

34.72

65.28

Tingkat kesungguhan pemerintah dalam
mengupayakan perbaikan kesejahteraan hidup
masyarakat melalui program bantuan RS-RTLH

13.89

80056

2.78

16.67

83.33

Tingkat kesungguhan pelaksana program

2.18

33433

62.50

417

95.83

Tingkat berperannya pelaksana program

Al R

36.11

59.72

4.17

95.83

Tingkat berpartisipasi aparat pemerintah dalam
mensukseskan program bantuan RS-RTLH

22.22

72.22

2.78

25.00

75.00

Tingkat keseriusan dan kesungguhan para warga
masyarakat dalam melaksanakan program dalam
rangka memperbaiki kondisi hidupnya

16.67

58.33

16.67

25.00

75.00

Tingkat kepercayaan di antara para anggota
masyarakat dalam melaksanakan prograpt RS-
RTLH?

1111

72.22

13.89

13.89

86.11

Tingkat efektivitas kerja pelaksanaprogram

2.78

12.50

40.28

44.44

15.28

84.72

Tingkat kinerja pendamping dalarm meleksanakan
pembinaan

5.56

25.00

56.94

12.50

30.56

69.44

10

Tingkat etos kerja pendarnping,dalam
melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat
sasaran program

4.17

19.44

65.28

1111

23.61

76.39

11

Tingkat kapabilitasténaga pendamping dalam
mengatasi,pe rmasalahan yang muncul

18.06

19.44

48.61

13.89

37.50

62.50

12

Tingkat kinerja’pendamping sosial secara umum

1.39

1.39

50.00

47.22

2.78

97.22

13

Tingkat berperannya pendamping sosial

1.39

5.56

34.72

58.33

6.94

93.06

14

Tingkat kemudahan persepsi warga masyarakat
terhadap administrasi penggunaan bantuan RS-
RTLH?

4.17

13.89

69.44

12.50

18.06

81.94

BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN &
KINERJA IMPLEMENTASI.

Tingkat keringanan persyaratan yang ditetapkan
sebagai penerima program RS-RTLH

12.50

20.83

15.28

51.39

33.33

66.67

Tingkat pentingnya program bantuan RS-RTLH
bagi masyarakat

25.00

72.22

97.22

Tingkat mampu membantunya program terhadap
peningkatan kesejahteraan

6.94

38.89

48.61

12.50

87.50

Tingkat perubahan kondisi kemiskinan masyarakat
saat ini dengan bantuan RS-RTLH

20.83

52.78

20.83

26.39

73.61
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Tingkat kecukupan besar bantuan yang diberikan
5 |pemerintah untuk pe rbaikan rumah melalui program| 19.44 | 20.83 [ 52.78 6.94 40.28 59.72
RS-RTLH

Tingkat berperannya / menentukannya Kepala
6 |Desa dan aparat dalam pembentukan kelompok 1250 | 27.78| 55.56 4.17 40.28 59.72
masyarakat dalam program RS-RTLH

Tingkat berperannya pendamping dalam
7 |pembentukan kelompok masyarakat dalam 8.33| 13.89( 73.61 4.17 22.22 77.78
program RS-RTLH

Tingkat perlunya dibentuk pe ngurus ke lompok

Setelah kelompok masyarakat terbentuk 694 1L1L| 77.78 417 18.06] 81.94

Tingkat ketidak- rumitan (kemudahan) pengurusan /

pengajuan bantuan 1250 | 20.83 | 15.28 | 51.39 33.33 66.67

Sumber : Analisis hasil pe nelitian, 2012
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Tabel 4.10. Persepsi Pelaksana Program terhadap terlaksananya implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan.

JAWABAN PELAKSANA PROGRAM /

Persentase jawaban Informan

9
No. PERTANYAAN AN b o d
() ) ©) (d) (a) (b) (¢) (d)
Tidak | Kurang | Cukup | Sangat
BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN
I |(PROGRAM) &
KINERJA IMPLEMENTASI
Apakah pelaksanaan program bantuan .
1 |RS-RTLH sesuai dengan Peraturan Tidak — [Kurang |Cukup )Sangat
L. sesual sesual sesual sesual
Bupati Bintan? 6.67 1333 | 33.33| 46.67
Apakah bapak / ibu mengetahui berapa
jumlah dana yang disalurkan / - Kurang Sangat,
2 (7 . Tidak tah Cukup tah
dialoka sikan untuk program bantuan RS+ ] (o HHUP TN gy
RTLH - 6.67| 4667| 4667
Apakah masyarakat yang menjadi .
3 |sasaran penerima bantuan RS-RTLH Tidak Kurang Cukup % |Sangat
! ) ) meningkat |meningkat |mefiingkat |fheningkat
mengalami peningkatan kehidupan ? 6.67| 4000f 5333
Apakah pelaksanaan program bantuan
. RS-RTLH telah mampu mencapai g |Tidak Kurafig » |Gukdp Sangat
kepada sasaran dan tujuan yang ingin mampu MEmpU, _gfmiampu - Jmampu
diwujudkan? 1333 60.00| 2667
Apakah pelaksanaan program bantuan
5 RS-RTLH telah mampu untuk Tidak Kurang  |Cukup Sangat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat}®, |maipu mampu mampu mampu
ng menjadi sasaran program?
Yang meny prog 667| 5333| 4000
Apakah pelaksanaan bantuan RS- .
6 |RTLH mampu menciptakan gélung Tidak Kurang jCukup | Sangat
_ mampu mampu mampu mampu
kerja ? 667| 7333 20.00
Apakah peraturan yangdijadikar
; pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tidak Kurang  |Cukup Sangat
bantuan RS-RTL Sesuai'dengan sesuai sesuai sesuai sesuai
program yang akafi dilaksanakan ? 6.67| 6667 2667
Apakahtpara pelaksana program
bantuan R$=RTLH mengerti dan paham Tidak Kurang Cukup Sangat
8 mengerti/  |mengerti/ |mengerti/ |mengerti/
terhadap program yang akan paham paham paham paham
dilaksanakan? 6.67 6.67| 66.67| 20.00
Apakah bapak / ibu tahu kapan
9 [program harus dilaksanakan, siapa yang | [Tidak tahu gﬁ’:”g Cukup tahu tsaar?fat
menjadi sasaran? - 1333| 6000| 2667
Apakah para pelaksana program
1o|mengetanti apa yang harus dilakukan, Tidaktahu |99 fcukup tanu 292
bagaimana perintah atau petunjuk, tahu tahu
alasan terhadap pelaksanaan ?
- 2667 4000| 3333
Apakah pelaksana program mengetahui
1 bentuk p_elaksanaan pfogram, sarana Tidaktahy |KUTaN Cukup tahu Sangat
dan media apa yang digunakan dalam tahu tahu
pelaksanaan program?
6.67 667 6667| 2000
" Bagalmana_ pe_laksana program Tidakahu |KUTaN9 Cukup tahu Sangat
mengetahui tujuan program ? tahu tahu - 26.67| 5333] 20.00
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Apakah personil pendamping sosial
1 sudah sesuai dengan kriteria dan Tidak Kurang  |Cukup Sangat
persyaratan yang diatur dalam peraturan| |sesuai sesuai sesuai sesuai
? 667| 2667| 60.00 6.67
Apakah para pelaksana program patuh
1 P ¢ p p " p gram p: Tidak patuh Kurang Cukup Sangat
mengikuti ke bijakan pimpinan? patuh patuh patuh . x67| 000l
5 Apakah birokrasi mempengaruhi Tidak Kurang  |Cukup Sangat
pelaksanaan program ? pengaruh  |pengaruh |pengaruh |pengaruh 6.67 - 4000| 5333
Apakah ada kebijakan tertentu dari
atasan pelaksana program yang )
16 |mempengaruhi terhadap program, dan Tidak Kurang —jCukup —|Sangat
= pengaruh  |pengaruh |pengaruh |pengaruh
kepatuhan bawahan terhadap kebijakan
tertentu? 40.00 1333| 2667| 2000
Apakah ada kenetralan dari pengaruh
17 |unsur kepentingan yang terlibat dalam Tidakada |Kurang ada| Cukup ada |Sangat ada
pelaksanaan program ? 13.33 26.67 667| 5333
Apakah pelaksana program tahu tentang K W
. . rani angat
18 [target konkrit apa saja yang hendak Tudak tahu taiu 9 [cukup fatu tahug
dicapai dalam implementasi program? 67 oo7| sam| s
19 pagalmana bentuk koordinasi antar ridaktahy |<UT2N9 Culf tahu Sangat
instansi untuk mensukseskan program? tahu tahu 667]  2000!| soool 133
Bagaimana bapak / ibu tahu tentang Kurang Sangat
20 Tidak tahu Cukup tahu
program bantuan RS-RTLH ? tahu P tahu - 20.00| 6667 1333
Apakah bapak / ibu tahu apa saja yang
menjadi harapan pemerintah dalam ) Kurang Sangat
21 Tiddk taht Cukup tahu
melaksanakan Program Bantuan RS- tahu P tahu
RTLH? 6.67 667| 6000 2667
Bagaimana jalannya pelaksanaan Kurang Sangat
22 Tidak tahu Cukup tahu
program bantuan RS-RTLH? tahu P tahu 6.67 13.33] 60.00f 20.00
Apakah bapak / ibu tahu adanya,proses
23|sosialisasi yang dilakukan'pé mefintah Tidak tahu g';r:‘"g Cukup tahu ts;;ug o
kepada masyarakat® - 667| 6000]| 3333
Bagaimana penéntuan rumah tangga
24|yang akan méfidapat bantuan Program | |Tidak tahu S:E""g Cukup tahu f;r?fat
RS-RTLH? 6.67 1333| 5333| 2667
2% Faktor gpa saja yang dapat mendukung Tidak tahu Kuhrang Cukup tahu Sar:wgat
proses implementasi program? e e 13.33 1333| 3333| 4000
Faktor apa saja yang menghambat
26 P . Jayang _ng Tidak tahu Kurang Cukup tahu Sangat
kelancaran implementasi program? tahu tahu o6 P N Iy
7 Apakah beban masyarakat berkurang Tidak Kurang  [Cukup Sangat
setelah menerima bantuan RS-RTLH? berkurang |berkurang |berkurang |berkurang 667 567 2667
Apakah program bantuan RS-RTLH idak K cuk Sanaat
. " . idal urang ukup angal
28 [sesuai l_Jntuk_ tetap dijalankan dan tl(:Jak sesuai sesuai sesuai sesuai
perlu digantinya dengan program lain ? 667 667| sazsl| 33z
Apa yang menjadi harapan masyarakat Tidak K cuk S
_ idal urang ukup angat
29 [terhadap program bantuan RS-RTLH diharapkan |diharapkan |diharapkan |diharapkan
untuk masa yang akan datang? 667 oo7| saml| 333

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




13/40946

BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN ANTAR
ORGANISASI, KOORDINASI - KOMUNIKASI &
SOSIALISASI PROGRAM
Apakah bapak / ibu mengetahui adanya
sosialisasi ram yang dilakukan
1 Pfog vang Tidak tahu Kurang Cukup tahu sangat
sebelum dilaksanakan program bantuan tahu tahu
RS-RTLH? 667 1333| 6000| 20.00
Siapa saja yang terlibat dalam
o . Kurang Sangat
2 |melakukan sosialisasi program, apakah Tidaktahu f - Cukup tahul ° -
juga melibatkan tokoh masyarakat ?
667| 1333] 60.00]| 20.00
3 Apakah perlunya sosialisasi / seberapa idak periu |<UT2ng | Cukup Sangat
perlu dan alasan perlunya ? P perlu perlu perlu 6.67 667 7333 1333
. Dm-uu‘kaq kepada siapa saja kegiatan Tidak tahu |'<Urang Cukup tahu Sangat
sosialisasi program bantuan RS-RTLH ? tahu tahy
- 2000| 4667| 3333
s szllam l).er?tuk-atau melalt{l kegiatan apa Tidak tahu |'<Urng Cukup t3hu Sapgat
saja sosialisasi program dilaksanakan? tahu tahy
667| 2000 5333] 20.00
Apakah cara-cara sosialisasi program
6 dalam menanamkan pemahaman kepada| | Tidak Kurap§ _ [Gukup Sangat
masyarakat tentang Program Bantuan efektif efektif, efektif efektif
RS-RTLH efektif ? 6.67 20.00| 6667 6.67
; Berapa kali kegiatan sosialisasi program | | Tidak Kurang  [Cukup Sangat
dilaksanakan? pernafh sering sering sering 6.67 3333]| 4667] 1333
8 Apakah pelaksanaan sosialisasi program| I Tidak Kurang  [Cukup Sangat
cukup memadai ? cukup cukup memadai  |cukup 667] 2000| 6667 6.67
Bagaimana kepahaman masyarakat %o y
9 |dalam mermahami materi sosialisasi ida Kurang  fCukup —Sangat
paham paham paham paham
program ? 1333| 2000 5333 1333
Apakah pemahaman yang/dihasilkan
oleh kegiatan sosialisasimefnpefgaruhi Tidak Kurang  [Cukup Sangat
10 -
terhadap keberhasilan pelaksanaan pengaruh  [pengaruh [pengaruh [pengaruh
program RS-RTLH? - 6.67| 5333| 40.00
Hambatan apa; Sajayarg secara umum Cukup Sanaat
11 [muncul dalamisosialisasi program Tidakada |Kurang ada|banyak / bangak
bantuan RS=RTILH? ada 1333 667| 6000 20.00
Apakah Tenaga Pendamping Sosial
efektif melakukan pe mbimbingan, .
12 |pembinaan, pengawasan atas Tidak Kurang | Cukup Sangat
p  PENg efektif  [efektif  |efektif  [efekti
pelaksanaan bantuan RS-RTLH kepada
kelompok sasaran? 667| 2667| 5333 1333
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Bagaimana Intensitas / Tingkat
keseringan pendamping sosial Tidak Kurang  [Cukup Sangat
melakukan pembinaan dan pengawasan intensif  |intensif  |intensif  [intensif
”

-
&

6.67 26.67 53.33 13.33

BERKAITAN DENGAN ORGANISASI
111 |PENGELOLAAN PROGRAM, SIKAP DAN
PERILAKU IMPLEMENTATOR PROGRAM

Bagaimana persepsi aparat pemerintah
(pengelola program) memandang
program bantuan RS-RTLH Tidak Kurang  [Cukup Sangat
(dipersepsikan sesuatu bernilai khusus / berbeda berbeda  [berbeda  |berbeda
berbeda atau sekedar dipandang sama
seperti proyek-proyek lainnya)? 13.33 1333] 40.00| 3333

Bagaimana persepsi masyarakat
mengupayakan perubahan atas

kemiskinan atau keterbelakangan yang Cukup Sangat
menimpa mereka, (dengan kata lain : dapat dapat
apakah kemiskinan atau Tidak dapat|Kurang  diupayakan diupayet
keterbelakangan dianggap sebagai diupayakan |dapat (dengan  |(denga
(takdir) diupayakan|pendidikan fkeahliar
takdir/nasib atau sebagai akibat dari / keallliap,“{dan
pendidikan dan keahlian yang kurang iodal) nmodal)
atau akibat modal dan sarana
produktivitas yang kurang, dll)? 40.00 2667 26.67 6.67
Bagaimana persepsi bahwa kondisi
masyarakat miskin saat ini merupakan
sesuatu yang dapat diubah, (dengan kata . Rurang  |cukup Sangat
3 |lain apakah kondisi saat ini dipandang ‘J;Sgl;:apat dapat  |dapat  |dapat
sebagai sesuatu yang dapat diusahakan diubah  fdiubah  [diubah
untuk diubah atau nasib/takdir yang
tidak bisa diubah) 26.67 2667| 3333| 1333
Apakah para warga masyarakat.sasaran
program/ penerima bantuan RS-RFEH | [1igak
serius dan sungguh-sungguh dalarm serius/ Kurang  [Cukup Sangat
melaksanakan perbaikan, rurah/urituk sunggug-  [serius serius serius
memperbaiki kon digiaalitas sungguh
hidupnya? - 2667| 53.33| 20.00
Bagaimana ketrampilan’dan keahlian . Kurang  |Cukup Sangat
5 |warga masyarakatmelaksanakan tTr;dak” | ahiftrameil/ - |trampil /- ftrampit /
Priogram Bant{igh RS-RTLH? ™ anli anli anli 2000 6000] 2000 -
Bagaimana kepercayaan di antara para
anggota kelompok penerima program Tidak saling| :;Ir:gg g;ikn”; :Iri‘nggt
dalam melaksanakan program bantuan percaya | orcaya |percaya |percaya
RS-RTLH? - 4667] 3333|2000
Bagaimana kepercayaan warga Tidak Kurang  [Cukup Sangat

masyarakat kepada pendamping sosial? percaya  |percaya [percaya  |percaya
- 2000| 5333| 2667

Sumber : Analisis hasil penelitian, 2012
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LAMPIRAN 3.B.

Tabel 4.11. Analisis persepsi Pelaksana Program terhadap indikator terlaksananya implementasi Program Bantuan RS-RTLH di Kabupaten Bintan.

Persepsi Pelaksana Program || Gabungan persepsi
(%) (%)
sangat sangat

negatif| negatif | positif | positif || sangat negatif| pos itif & HAMBATAN DUKUNGAN
(tidak) | (kurang) | (cukup) | (sangat) | |& negatif sangat pos itif

FAKTOR HAMBATAN / DUKUNGAN

No. Indikator

BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN
(PROGRAM) &
KINERJA IMPLEMENTASI

pe laksanaan dinilai be lum
sesuai dikarena hambatan  |sosialisasi memberikan
faktor teknis dan prosedur |penjelasn dan prosedur
yang belum sepenuhnya yang sebagian dapat
dapat dipahami, blm ada dipahami

juklak yg jadi pedoman

Tingkat kesesuaian pelaksanaan
1 |program bantuan RS-RTLH dengan 6.67| 13.33| 33.33| 46.67 20,00 80.00
Peraturan Bupati Bintan

Tingkat pengetahuan terhadap Berapa yang be lum sepenuhnya tahu
jumlah dana yang disalurkan / berapa besar anggaran sebagian besar sudah tahu,
2 dialoka sikan untuk program bantuan RS{ 667 48674 14667 6.67 93.33 karena alasan ada karena ada transparansi
RTLH perbedaan Klasifikasi
sudah ada motivasi
Peningkatan kehidupan yang dialami persepsi kurang meningkat |berupaya meningkatkan
3 |masyarakat yang menjadi sasaran - 6.6¥ 1 40.00| 53.33 6.67 93.33 ||dikarenakan program belum |taraf / kualitas
penerima bantuan RS-RTLH berlaku menyeluruh kesejahteraan secara

bertahap
tercapai pengurangan
warga masyarakat miskin,

Tingkat kemampuan pencapaian kepada ada hambatan dari

sasaran dan tujuan yang ingin masyarakat sendiri akibat terpupuk semangat gotong
41, . . - 13.33] 60.00| 26.67 13.33 86.67 royong / bantu membantu

diwujudkan dari pelaksanaan program kurang pahamnya terhadap dan rasa kemasvarakatan

bantuan RS-RTLH maksud dan tujuan program 4

untuk mewujudkan
kesejahteraan bersama
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Tingkat kemampuan dari pelaksanaan
program bantuan RS-RTLH untuk

masih ada rasa pesimis dari
beberapa kalangan bahwa
program hanya seperti

respon positif bahwa
program telah dapat dilihat
hasilnya secara fisik berupa

> meningkatkan kesejahteraan masyarakat| 6.67| 5333| 4000 6.67 93.33 proyek pemerintah yg ada  {rumah yang layak huni bagi
yang menjadi sasaran program sebelumnya, tidak membawal ke luarga sehingga hidup
dampak positit lebih sehat dan nyaman
masyadrakat’kebanyakan . . .
i . . bagi yang trampil bekerja
Tingkat kemampuan dari pelaksanaan kaum nefayan, petani dan di bidana banaunan / bahan
6 |bantuan RS-RTLH menciptakan - 6.67| 73.33( 2000 6.67|  93.83[Buruit yang lebih 9 %ang
. . perumahan maka porogram
peluang kerja mengandalkan kehidupan merunakan peluana Keria
dari laut dan ladang P P g xer)
masih rendahnya
Tingkat kesesuaian antara peraturan kemampuan pelaksana / kepatuhan pelaksana /
yang dijadikan pedoman dalam pendamping sosial dalam  |pendamping sosial kepada
7 |pelaksanaan kegiatan bantuan RS- - 6.67| 66.67| 26.67 6.67 93.33 ||memahami / menerjemahkan |atasan sehingga selalu
RTLH dengan program yang akan instruksi atasan, dan mengikuti petunjuk &
dilaksanakan pedoman baku pelaksanaan |arahan / pembinaan
be lum ada
i . loyalitas dan kesungguhan
Tingkat mengerti dan kepahaman para rendahnya kemampuan
elaksana program bantuan RS-RTLH elaksana memahami untuk melaksanakan tugas
8 [P prog 6.67| 6.67| 6667 2000 13.33 86.67 | _ _ |yang dibebankan, sehingga
terhadap program yang akan dikarenakan tidak memiliki L .
. harus mempelajari sampai
dilaksanakan background tentang program|
paham
Tingkat mengetahui kapan program jadwal belum jelas karena IO{?::ZE Eeikiﬁ:ana
9 |harus dilaksanakan, siapa yang menjadi - 13,33 60.00| 26.67 13.33 86.67 ||anggaran sering mengalami pe ges, 9
L kapanpun program harus
sasaran perubahan / revisi - .
jalan, siap melkaksanakan
i . . L ada komitmen untuk
Tingkat mengetahui para pelaksana relatif masih minim yang
rogram terhadap apa yang harus mengetahui materi program melaksanakan dengan
10|P"9 P apa yang - | 2667| 40.00| 3333 26.67 73.33 || TN Program 14, aquh-sungguh oleh
dilakukan, bagaimana perintah atau secara sempurna / ada SDM vana dinercava
petunjuk, alasan terhadap pelaksanaan keterbatasan SDM yang cipercay

sebagai pelaksana
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Tingkat mengetahui pelaksana program
terhadap bentuk pelaksanaan program,

pemahaman secara intensif
masih kurang, dikarenakan

ada iktikad dan komitmen
sungguh-sungguh oleh
SDM yang dipercaya

pelaksanaan program

ke pe ntingan (pol itis)

11 . . 6.67 6.67 | 66.67| 20.00 13.33 86.67 || pelaksana program personil .
sarana dan media apa yang digunakan . . sebagai pelaksana untuk
SDM nya bisa saja sewaktu- - :
dalam pelaksanaan program S . bekerja dan memahami
waktu diganti / dimutasi .
dengan baik
yang rendah pengetanuannya yang memiliki pengetahuan
Tingkat pengetahuan pelaksana program dikaregiak D / pemahaman berkat
10| ngeatPeng P prog - | 2667| 5333| 2000 26.67 73.33 || mefhpeejari dan belum pemenaman !
terhadap tujuan program . |kesediaan kerja keras dan
pengalaman (SDM baru di lovalitas
bidafig program ini) Y
Tingkat kesesuaian personil pendamping Kurang tersedia tenaga yang ditunjuk sebagai
sosial apakah sudah sesuai dengan trampil / skill dari pe ndamping relatif memiliki
13 kriteria dan persyaratan yang diatur 667 2667 6000 6.67 33.33 adl masyarakat untuk faktor ketokohan di tengah
dalam peraturan pendamping sosial masyarakat
. ketidak patuhan dikarenakan . .
Tingkat ki h lak loyall h
14| 19Kt kepatunan para pelaksana - | 2667| 40.00| 3333 9567 73.33 |[kurang paham maksud Oyalitas sebagai bawafian
program mengikuti ke bijakan pimpinan . L dan patuh prosedur
kebijakan pimnpinan
rendahnya pengaruh Berpengarun /.sa.ngat
. . mempengaruhi dikarenakan
birokrasi dikarenakan kalo -
terjadi kurang aktifnya memang sudah menja
15 Tingkat mempengarun birokr asi 6.67 - 40.00}” 53.33 6.67 93.33 [|koordinasi sebagian struktur kebijakan perrerintan
terhadap pelaksanaan program . daerah (Bupati) dan ada
pemerintahan Kabupaten - .
peng-komunikasi-an
Kecamatan - Kelurahan / . .
program secara birokrasi
Desa
(transparansi)
Tingk h kebij
Ingkat pen_garu adanya kebijakan tidak pe ngaruhnya, faktor struktural dalam
tertentu dari atasan pelaksana program dikarenakan kurang bisa birokrasi sangat
16|terhadap program, dan tingkat 40.00| 1333 26.67| 20.00 53.33 46.67 _ g* g
- menerjemahkan kebijakan |menentukan kepatuhan
kepatuhan bawahan terhadap kebijakan
atasan bawahan kepada atasan
tertentu
Tingkat kenetralan / ketiadaan pengaruh . . .
17|unsur kepentingan yang terlibat dalam | 13.33| 26.67| 6.67| 53.33 40.00 60,00 ||3ePagian masih ada unsur - fkontrol publik dan

transparansi program
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Tingkat pengetahuan tentang target

sebagian
pelaksana/pendamping sosial

sudah ada yang sudah bisa
dijadikan contoh
keberhasilan dikaitkan

kepada masyarakat

sosialisasi yang
diselenggarakan pemerintah

18]konkrit apa saja yang hendak dicapai 6.67 6.67| 53.33| 33.33 13.33 86.67 ||merasa belum jelas apa
. . : dengan sasaran program
dalam implementasi program sasaran konkrit program,
masih dianggap seperti BLT untuk pe nanggulangan
ggap sep ke miskinan
sebagian besar sudah tahu,
Tt e s A\ Al oo
19|koor dinasi antar instansi untuk 6.67| 2000| 60.00| 1333 26.67 73.33 |24 =19aBUNg dalar 3 mengactl p
mensukseskan oroaram Koordinasi tidak berjalan  |petunjuk dalam peraturan
prog efektif Bupati Tentang Tim
Koordinasi
yang rendah pengetahuannya|, . .
. bagi yang terlibat langsung
dikarenakan bim g
Tingkat pengetahuan tentang program mempelajari dan merasa merasa memiliki beban
20 /N9t pEng g prog - 20.00| 66.67| 1333 20,00 80.00 ||TeTPE kewajiban dan patuh
bantuan RS-RTLH tidak terlibat langsung / . -
. . |menjalankan kebijakan
bukan penanggungjawab di . L
. - sehingga mau mempelajari
bidang program ini
program membe rikan
Tingkat pengetahuan apa saja yang masih ada kesan / yang tidak | bantuan stimulan untuk
menjadi harapan pemerintah dalam tahu program hanya pemberdayaan masyarakat
21 melaksanakan Program Bantuan RS- 6.67 667 8009, 2067 13.33 86.67 dianggap ba ntuan hibah dan pembangunan
RTLH sejenis BLT pemukiman / perumahan
yang sehat dan layak huni
sebagian tidak paham yang paham karena
Tingkat pengetahuan bagaimana bagaimana mekanisme mendapat kejelasan dari
22|jalannya pelaksanaan program bantuan 6.67 13.33| 60.00] 20.00 20.00 80.00 ||pelaksanaan program sosialisasi program dan ada
RS-RTLH dikarenakan tidak pernah  |pedoman dari peraturan
mendapatkan juklak Bupati
yang tidak tahu karena mengetahui adanya
Tingkat mengetahui adanya proses kurang mengikuti proses sosialisasi program sebab
23|sosialisasi yang dilakukan pemerintah - 6.67| 60.00| 33.33 6.67 93.33 ||komunikasi program melalui | memang mengetahui dan

menghadiri acara sosialisasi
program
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Tingkat pengetahuan bagaimana

tahunya warga masyarakat
miskin, namun tidak tahu

mengetahui bahwa yang
menjadi sasaran program
adalah warga masyarakat

RS-RTLH untuk masa yang akan
datang

mengingat anggaran terbatas
cakupan alokasinya

24|penentuan rumah tangga yang akan 6.67| 13.33| 53.33| 26.67 20.00 80.00 ||spesifiknya karena tidak miskin sesuai kr iteria dalam
mendapat bantuan Program RS-RTLH mendapat petunjuk pedoman dan keputusan
teknisnya Bupati tentang penetapan
lokasi pemberian bantuan
banyaknya“warga .. .
Tingkat pengetahuan terhadap faktor masyarakat, miskin (sebagai rz;pox:;:guiemua pinak
25|apa saja yang dapat mendukung proses | 13.33| 13.33| 33.33| 40.00 26.67 73.33 || obyek sasaran) yang yang ing .
. ; kelancaran implementasi
implementasi program membutihkan bantuan RS- roaram
RTLH progra
. . mengetahui adanya
Tingkat pengetahuan terhadap faktor :32% tfi:%i?g?izl:;na hambatan karena
26|apa saja yang menghambat kelancaran 6.67 6.67| 60.00| 26.67 13.33 86.67 Y melakukan monitoring
. : hanya sekedar menunggu . .
implementasi program : setiap tahapan kegiatan
perintah
program
beban kemiskinan sudah
beban masyarakat
. . berkurang dengan adanya
dipersepsikan belum rumeh tinggal yang kyak
g7|Tingkat pengurangan beban masyarakat | - 6.67| 66.67| 2637 6.67 g3.33 ||Derkurang karenaunsur G e larganya,
setelah menerima bantuan RS-RTLH kemiskinan dari rendahnya i .
endapatan ma Kat tabungan alokasi perbaikan
penaapatan masyarakat - . ah dialinkan kebutuhan
belum sepenuhnya teratasi lain
pogterpnran | PO
Tingkat sesuainya program bantuan RS- bantuan RS-RTLH perlu dibutuhikan oleh g
28|RTLH tetap dijalankan dan tidak perlu 6.67 667 |753.33| 33.33 13.33 86.67 ||diganti karena masyarakat L
digantinya dengan program lain memerlukan bantuan yan masyarakat miskin dacral
gantiny gan prog lain yang pe mukiman kumuh pesisir
pantai
harapannya program dapat
Tentang yang menjadi harapan ada yang pesimis bahwa berkelanjutan dan anggaran
29 masyarakat terhadap program bantuan 6.67 6671 5333| 3333 13.33 86.67 program dapat berkelanjutanf ditingkatkan mengingat

masih banyak warga
masyarakat miskin dengan
rumah tidak layak huni
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BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN
ANTAR ORGANISASI, KOORDINASI -
KOMUNIKASI & SOSIALISASI
PROGRAM

Tingkat mengetahui adanya dilakukan
sosialisasi program sebe lum

yang tidak mengetahui
adanya sosialisasi program

sosialisasi program
diketahui karena memang

11 6.67| 13.33| 60.00| 20.00 20.00 80.00 ||dikarenakamshambatan menjadi bagian yang tidak
dilaksanakan program bantuan RS- / . : :
faktor loka'si yang sulit terpisahkan dari seluruh
RTLH . .
jahgkauannya tahapan kegiatan program
i . . . ada tokoh masyarakat
Tingkat mengetahui tentang siapa saja : .
ana terlisat dalam melakukan sosialisasi yang tidak mengetahui karena peranan tokoh
2 [¥2N9 . . 6.67] 13.33] 60.00| 20.00 20.00 80.00 {jkarena ketidakhadirandi  |masyarakat cukup pe nting
program, apakah juga melibatkan tokoh L . -
acara sosialisasi dalam implementasi
masyarakat '
program di masyarakat
yang berpandangan tidak  |sangat perlu dilakukan
Tinokat perlunva sosialisasi / seberana perlu dikarenakan sosialisasi karena untuk
3 | Ingrat perlunya sosialisasi / seberap 667| 667| 7333| 1333 13.33 86.67 ||memandang masyarakat | memberikan pembelajaran
perlu dan alasan perlunya .
be lum bisa paham, yang dan pemahaman kepada
penting program dijalankan | masyarakat
i dipandang h kepad ialisasi bagi
Tt o Rl Fe
4 |siapa saja kegiatan sosialisasi program - 20.00 | 46.674 .33.33 20.00 80.00 . g y . p_ . g
saja yang dianggap sebagai |bisa saling mendukung
bantuan RS-RTLH .
obyek program keberhasilan program
dilakukan tidak hanya
dengan cara pengumpulan
Tingkat mengetahui dalam bentuk atau hanya dalam bentuk / cara  |warga, tapi juga dengan
5 |melalui kegiatan apa saja sosialisasi 6.67] 20.00{ 53.33| 20.00 26.67 73.33 ||mengumpulkan warga di mendatangi kelompok
program dilaksanakan suatu tempat / kantor instansilwarga (door to door) bagi
loka si yang dirasa sulit
jangkauannya
Efektivitas cara-cara sosialisasi program tidak / kurang efektif karena |sosialisasi dinilai efekt if
6 dalam menanamkan pemahaman kepada 6671 2000 6667 6.67 26.67 7333 s.ebagla}n warga ma§¥arakat karena ac?la peran
masyarakat tentang Program Bantuan tidak bisa menghadiri acara |pendamping dan pengurus
RS-RTLH sosialisasi kelompok
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Tingkat mengetahui berapa kali kegiatan

sosialisasi resmi yang dibuka

dilakukan beberapa kali di
tiap kecamatan dan
kelurahan / desa, serta

RS-RTLH kepada kelompok sasaran

pe mbimbingan, pe ngawasan,
pembinaan

7 sosalisasi program dilaksanakan 6.67| 33.33| 46.67| 13.33 40.00 60.00 sBeLLp;itlleas Sosial hanya dilanjutkan dengan
menemui pendamping dan
kelompok secara intern
cukup, karena telah

kurang cukup ka lo hanya S
Intensitas / Tingkat ke cukupan sokali Hliciénakan tingkat | cocrapa kaliterjadi
g |/Mrersras fTingrat Kecukipa 6.67| 2000| 66.67| 667 26.67 73.33 [[*° Y 9@l ertemuan walaupun tidak
pelaksanaan sosialisasi program peniahiaman masyarakat . :
andhriisih rendah secara resmi, dan hasilnya
yang cukup efektif
pemiahaman rendah karena |sikap baik dan komitmen
9 Tingkat ke_paham_an rr_las_yar_akat dalam 1333 2000l s5333| 1333 33.33 N T fakto_r I_atar belakang pelaksane_l program (_jan
memahami materi sos ialisasi program pendidikan masyarakat yang | pendamping menjadikan
rendah masyarakat bisa paham
Tingkat mempengaruhi dari pemahaman dinilai tlde}k mempe ngaruhi pemahaman mempengaruhi
ana dihasilkan oleh ke giatan scs alisasi keberhasilan pelaksanaan  |keberhasilan karena akan
10 yang . g - 6.67 | 53.33| 40.00 667 93.33 ||program karena pemahaman|membantu kelancaran alur
terhadap keberhasilan pelaksanaan o
dinilai hanya untuk prosedur pelaksanaan
program RS-RTLH .
kepatuhan prosedur dalam setiap tahapan
hambatan dapat diatasi
hambatan yang muncul
S dengan kesungguhan
dalam sosialisasi : laksana untuk
Tingkat banyak / sedikitnya hambatan transpor tasi / jangkauan he .
apa saja yang secara umum muncul wilayah; rendahnya memberikan pelayanan
11[3P2saa yang se 1333| 6.67% 60,00 | 20.00 20.00 80.00 |[""&Ya™ Y masyarakat; peran aparat
dalam sosialisasi program bantuan RS- kemampuan pemahaman
. desa / kelurahan, tokoh
RTLH masyarakat; alasan tidak
AP masyarakat dan
hadir di sosialisasi karena ndamoina di tencah
mencari nafkah he bIng 9
masyarakat
yang menjawab kurang dinilai efektif karena
ktif dik k ih i | dari
Efektivitas Tenaga Pendamping Sosial efektif dikarenakan masi pendamping berasal dari
melakukan pembimbingan, pembinaan rendahnya permanarman masyarakat yang
12 on avvasar?atas elakgs ar;azn bantuanl 6.67| 26.67| 53.33| 13.33 33.33 66.67 ||tentang program sebagai dipandang memiliki
Peng P bekal pendamping dalam  |kelebihan / ketokohan di

tengah masyarakat,
pendidikan lebih tinggi
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Intensitas / Tingkat keseringan

dinilai kurang intensif karena

dinilai intensif karena selalu
berada di tengah

13 penda_mplng sosial melakukan 6.67| 26.67| 53.33| 13.33 33.33 66.67 terlihat jarang itor masyarakat dan hambatan
pembinaan dan pengawasan N
bisa diatasi
BERKAITAN DENGAN ORGANISASI
" PENGELOLAAN PROGRAM, SIKAP
DAN PERILAKU IMPLEMENTATOR
PROGRAM
Persepsi aparat pemerintah (pengelola masih ada anggapan bahwa |sebagian besar
pst aparat p peng program bantuan RS-RTLH |berpendapat program
program) memandang program bantuan .
RS-RTLH (dipersepsikan sesuatu sama seperti proyek yang  [bantuan RS-RTLH
1 . Persep 13.33] 13.33| 40.00| 33.33 26.67 78,33 ||lain yang bisa dikerjakan merupakan program
bernilai khusus / berbeda atau sekedar
. . oleh kontraktor, dan pemberdayaan yang
dipandang sama seperti proyek-proyek . .
. masyarakat dipandang dikelola masyarakat
lainnya) : .
sekedar obyek penerima langsung secara mandiri
Tingkat .penllalan terhadap bagaimana sebagian mash berpendapat kemiskinan dapat diubah
persepsi masyarakat mengupayakan dengan upaya yang nyata,
L bahwa upaya masyarakat .
perubahan atas kemiskinan atau dengan kegiatan usaha
. untuk pe rubahan atas )
keterbelakangan yang menimpa mereka, L produktif untuk
(dengan kata lain : apakah kemiskinan kemiskinan yang eningkatan pendapatan
2 [\9€N0 - apak | 40.00| 26.67| 26.67\®B7 66.67 33.33 || menimpanya sulit berhasil, |Porno<aan penaap
atau keterbelakangan dianggap sebagai . . . didukung bantuan
. . R . dikarenakan nasibnya tidak
takdir/nasib atau sebagai akibat dari permodalan dan sarana
. ) punya moda | untuk i
pendidikan dan keahlian yang kurang g . produksi serta program
. memperbaiki kon disi .
atau akibat modal dan sarana ke miskinan ke luarga nyata seperti bantuan RS-
produktivitas yang kurang, dIl) g RTLH
Pe.rsgpsi bah\{va kondisi masyarakat pendapat bah\{va. kond is.i | bahwa kondisi masyarakat
miskin saat ini merupakan sesuatu yang masyarakat miskin saat ini . AT
. . S miskin saat ini opt imis bisa
dapat diubah, (dengan kata lain apakah pesimis bisa diubah, diubah. dikarenakan
3 |kondisi saat ini dipandang sebagai 26.67| 26.67| 33.33| 13.33 53.33 46.67 ||dikarenakan sikap '

sesuatu yang dapat diusahakan untuk
diubah atau nasib/takdir yang tidak bisa
diubah)

masyarakat miskin sendiri
yang hanya bergantung pada
alam (perikanan laut)

potensi ekonomi kelautan
prospeknya sangat baik
untuk dikembangkan
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Tingkat keseriusan dan kesungguhan
para warga masyarakat sasaran
program/ penerima bantuan RS-RTLH

Sebagian masyarakat terlihat
tidaK serius dikarenakan

terlihat serius dan ada
kesungguhan melakukan
perbaikan rumah menjadi

- - 26.67 | 53.33| 20.00 26.67 73:33 {{terlalu terbiasa d -
dalam melaksanakan perbaikan rumah o é u ferblasa .engan layak huni dikarenakan ada
. . ) ke hidupannya di alam .
untuk memperbaikin kon disi / kualitas . . |kesadaran untuk hidup
. perdesaan / pesisir pantai . .
hidupnya sehat sesuai standar estitika
ketrampilan dan keahlian ketrampilan dan keahlian
Tingkat ketrampilan dan keahlian warga \:Zi;g;hrﬂzsrzz;aﬁtmrﬁﬂh s;kgz ::::i)r?t g:r;)ika;tkan
masyarakat melaksanakan Program 20.00| 60.00] 20.00 - 80.00 20.00 g . 9 . g g .
keterbatasan kemampuan  |informasi dan pe mberian
Bantuan RS-RTLH L . - . .
dan selama ini kemungkinan |petunjuk dari instansi
kurang pembinaan kompeten (Dinas PU)
Tingkat kepercayaan di antara para kepercayaan masih rendah |saling percaya tinggi karena
anggota kelompok penerima program i 16671 333347 20.00 16.67 5333 dlkarer?aka.n koordinasi - kelompok dlbe.tuk diantara
dalam melaksanakan program bantuan komunikasi dengan warga yang saling dekat /
RS-RTLH pe ndamping be lum maks imal| tetangga sehari- hari
kepercayaan masih rendah adanya kepercay.aan .
. karena pendamping sosial
dikarenakan pemahaman .o .
Tingkat keprcayaan warga masyarakat terhadap meteri program ditunjuk dari masyarakat
grat kepreayaan warga masy - | 2000]| 5333| 26567 20.00 80.00 ||teMacap program 4oy vang bersangkutan
kepada pendamping sosial dinilai rendah dan belumbisa| . g
. dipandang memiliki
menyelesaiakn semua . .
. kelebihan / ketrampilan dan
hambatan yang timbul

disegani

Sumber : Analisis data hasil pe nelitian, 2012
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